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DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

PERSPEKTIFSIYA>SAH IDA>RIYAH 

(Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas) 

 

ABSTRAK 

Ufi Nanda Wijaya 

NIM. 2017303001 

 

Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Pencatatan setiap kelahiran merupakan suatu hal yang penting untuk 

dilakukan sebagai bentuk identitas seorang anak. Faktanya, di Banyumas masih 

terdapat anak yang tidak mendapatkan hak sipil dokumen kependudukan berupa 

akta kelahiran, khususnya di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto. Panti 

Asuhan ini memiliki 22 anak terlantar dan 3 diantaranya tidak memiliki akta 

kelahiran karena anak tersebut terlahir diluar perkawinan yang sah, sehingga dalam 

pembuatan akta kelahiran berkas persyaratan berupa akta nikah orang tua tidak 

dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan 

hak anak terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh dokumen 

kependudukan berupa akta kelahiran tanpa adanya akta nikah di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas serta tinjauan dalam 

perspektif Siya>sah Ida>riyah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan di Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pendekatan 

penelitian yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer 

diperoleh melalui hasil wawancara sedangkan sumber data sekunder dari studi 

kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian ini yaitu upaya pemenuhan hak sipil pada anak terlantar di 

Panti Asuhan Harapan Mulia dalam mendapatkan akta kelahiran dilakukan dengan 

bekerja sama dengan Tim TKSK Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dan dibantu 

oleh petugas desa dari tempat tinggal asli anak untuk mengurus dan mendaftarkan 

akta kelahiran pada anak terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia, serta mengganti 

berkas persyaratan berupa akta nikah dengan KTP orang tua yang berstatus belum 

kawin. Tijauan Siya>sah Ida>riyah terhadap pelayanan administrasi dalam 

pemenuhan hak anak terlantar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Banyumas berjalan selsuai delngan fungsi dan pelrannya dengan tetap 

menenggakkan prinsip-prisip syariah dalam Siya>sah Ida>riyah, yaitu keadilan, 

kesejahteraan umum (Mas}lah}ah}), transparansi, serta amanah dan tanggung jawab.  
Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Dokumen Kependudukan, Siya>sah Ida>riyah  
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MOTTO 

 

ا ُ ن افْسًا إِّلَه وُسْعاها ل ِّفُ ٱللَّه  لَا يُكا

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya) 

 

 واافُ او ِّضُ اامْرِّيْْٓ اِّلَا اللَّٰ ِّ 
(Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ
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 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..  Fathah dan ya ai a dan u يْ.ا

..   Fathah dan wau au a dan u وْ.ا

Contoh: 

 kataba  كاتابا  -
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 fa`ala  ف اعالا  -
 suila  سُئِّلا  -
 kaifa  كايْفا  -
 haula حاوْلا  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

.. ..ى.ا  Fathah dan alif atau ا.ا

ya 

ā a dan garis di atas 

..  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِّ

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاالا  -

 ramā  راماى -

 qīla  قِّيْلا  -

 yaqūlu  ي اقُوْلُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفاالِّ لا راؤْضاةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمادِّيْ ناةُ الْمُن اوهراةُ  -

 talhah   طالْحاةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  ن ازهلا  -

 al-birr  البِّر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرهجُلُ  -

 al-qalamu الْقالامُ  -

 asy-syamsu الشهمْسُ  -

لُ الْاْلا  -  al-jalālu 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تَاْخُذُ  -

 syai’un شايئ   -

 an-nau’u الن هوْءُ  -

 inna إِّنه  -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وا إِّنه اللها ف اهُوا خايُْْ الرهازِّقِّيْا  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِّسْمِّ اللهِّ مَاْرااهاا وا مُرْسااهاا  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْاْمْدُ للهِّ راب ِّ الْعاالامِّيْا  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

يْمِّ  -  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرهحْْنِّ الرهحِّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 
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Contoh: 

يْم   -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غافُوْر  راحِّ

مُوْرُ جَاِّي ْعًا لُ للَِّّ ِّ ا -   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

  



 
 

xix 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................................ i 

PENGESAHAN ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

NOTA DINAS PEMBIMBING ........................................................................... iii 

ABSTRAK ............................................................................................................ iv 

MOTTO ................................................................................................................. v 

PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ............................................... xi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xxii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xxiii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

B. Definisi Operasional .................................................................................... 10 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 11 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 12 

E. Kajian Pustaka ............................................................................................. 13 

F. Sistematika Pembahasan .............................................................................. 21 

BAB II HAK ANAK TERLATAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN 

KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYA>SAH IDA>RIYAH ........................... 23 

A. Konsep Umum Anak Terlantar .................................................................... 23 

1. Pengertian Anak Terlantar ...................................................................... 23 

2. Karakteristik Anak Terlantar .................................................................. 28 

3. Hak-Hak Anak Terlantar......................................................................... 30 



 
 

xx 

 

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Anak 

Terlantar .................................................................................................. 34 

B. Konsep Umum Administrasi Kependudukan .............................................. 39 

1. Pengertian Administrasi Kependudukan ................................................. 39 

2. Hak Dokumen Kependudukan Menurut Undang-Undang ..................... 42 

3. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan ................................ 44 

C. Konsep Umum Siya>sah Ida>riyah ................................................................. 45 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah ......................................... 45 

2. Pengertian Siya>sah Ida>riyah ................................................................... 48 

3. Konsep Siya>sah Ida>riyah ........................................................................ 50 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 55 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................ 55 

B. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 55 

C. Subjek dan Objek Penelitian ........................................................................ 56 

D. Sumber Data ................................................................................................ 57 

E. Pendekatan Penelitian .................................................................................. 57 

F. Metode Pengumpulan Data.......................................................................... 58 

G. Metode Analisis Data .................................................................................. 59 

BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM 

MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PESPEKTIF SIYA>SAH 

IDA>RIYAH ........................................................................................................... 60 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................................ 60 

1. Panti Asuhan Harapan Mulia .................................................................. 60 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas ........ 63 



 
 

xxi 

 

B. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen 

Kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan .................... 69 

C. Tinjauan Siya>sah Ida>riyah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Terlantar Panti 

Asuhan Harapan Mulia Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas ............. 80 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 94 

A. Kesimpulan .................................................................................................. 94 

B. Saran ............................................................................................................ 96 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

  



 
 

xxii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar di Panti Asuhan Harapan 

Mulia Tahun 2023-2024, 6 

Tabel 2 Kajian Pustaka, 17 

Tabel 3 Pelrmasalahan Hak Sipil Anak Te lrlantar Panti Asuhan Harapan Mulia 

Purwokelrto Tahun 2023-2024, 72 

 

 

  



 
 

xxiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto, 

63 

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Banyumas, 67 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Hukum, 

sehingga segala sesuatu yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan, baik berupa peraturan tertulis 

maupun tidak. Sebagai negara hukum tentu saja memiliki tekad untuk 

menegakkan Hak Asasi Manusia yang menjamin seluruh warga negaranya 

memiliki kedudukan sama di mata hukum. Hak Asasi Manusia sangat beragam 

dan salah satunya adalah hak anak. Anak merupakan anugerah dari sang maha 

pencipta yang harus dijaga serta di lindungi karena di dalam diri seorang anak 

terdapat harkat dan martabat.1  

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan 

perlindungan dari segala macam ancaman yang dapat membahayakan atau 

merugikan dirinya. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan seorang 

anak yang belum atau bahkan tidak mendapatkan haknya dengan baik karena 

berbagai faktor, diantaranya orang tua meninggal dunia (yatim piatu), faktor 

kemiskinan yang dikarenakan orang tua tidak memiliki penghasilan atau 

penghasilannya tidak mencukupi, faktor kesengajaan orang tua melepaskan 

tanggung jawabnya dan menelantarkan anaknya, atau karena faktor lingkungan 

 
1 Halnalfi, “The Concept of Understalnding Children in Positive Lalw alnd Customalry Lalw”, 

Jurnall Voice Justisia l, vol.6, no.2, 2022, hlm.27, 

https://journall.uim.alc.id/index.php/justisial/alrticle/view/1937, dialkses paldal talnggall 16 Juli 2024 

pukul 10.33.  

https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937
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yang tidak peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Orang tua 

ataupun keluarga yang dengan sengaja menelantarkan anaknya sehingga anak 

tersebut tidak bisa mendapatkan pengasuhan dan tidak mendapatkan haknya 

sebagai anak merupakan bentuk sikap orang tua yang tidak bertanggung 

jawab.2 Padahal, upaya perlindungan anak perlu untuk dilakukan sedini 

mungkin sejak anak masih berada dalam kandungan.3  

Upaya perlindungan anak dapat diberikan salah satunya pada anak yang 

masih memiliki orang tua dan keluarga namun tidak di rawat dengan baik 

sehingga anak ini tidak mendapatkan kasih sayang dan haknya dengan baik 

dari orang tua dan keluarga. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

menjelaskan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, artinya 

negara serta pemerintah memilliki tanggung jawab untuk memelihara serta 

melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terlantar. Seorang anak  

dikatakan terlantar ketika anak tidak bisa mendapatkan kebutuhan jasmani, 

rohani, maupun sosialnya dengan baik atau karena faktor orang tuanya yang 

telah meninggal dunia, dan karena faktor orang tua yang melepaskan tanggung 

jawabnya terhadap anak karena sebab tertentu.4 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara beserta Pemerintah wajib 

 
2 Lhery Swalral Oktalf ALdhalnial, “Perilalku Sosiall ALnalk Terlalntalr Dallalm Polal Pengalsuhaln 

Lembalgal Kesejalhteralaln Sosiall ALnalk ( LKSAL ) Di Kalbupalten Lumaljalng”, Jurnall Unitomo, t.t., hlm. 

27, https://ejournall.unitomo.alc.id/index.php/ep/alrticle/downloald/1863/901/, dialkses paldal talnggall 

16 Juli 2024 pukul 21.16. 
3 Sulalimaln Talmbal, “Perlindungaln ALnalk Terlalntalr Menurut Hukum Islalm”, Jurnall Hukum 

Ka lidalh, vol.18, no.2, 2019, hlm. 72, https://jurnall.uisu.alc.id/index.php/jhk/alrticle/view/1102, 

dialkses paldal talnggall 30 Malret 2024 pukul 17.24.  
4 Universitals ALl-ALzhalr daln UNICEF, Ha lk Daln Perlindunga ln ALnalk Dallalm Islalm (Jalkalrtal: 

UNICEF Indonesial, 2022), hlm. 151. 

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/download/1863/901/
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102
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memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan kepada anak 

tanpa adanya diskriminasi sosial, memperhatikan hak dan tanggung jawab 

orang tua, wali, dan orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak. Anak 

terlantar sebagaimana anak lainnya mempunyai hak hukum yang sama, 

terutama hak keperdataan berupa pengakuan hukum yang dibuktikan dengan 

adanya surat keterangan kependudukan.  

Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai 

hak yang sama untuk menerima dokumen kependudukan yang artinya setiap 

warga negara Indonesia termasuk anak yang diterlantarkan juga berhak untuk 

mendapatkan hak tersebut, kemudian dalam pasal 27 ayat (1) menerangkan 

bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib untuk dilaporkan oleh penduduk kepada 

instansi yang berwenang paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan 

dipertegas pada ayat (2) yang mana peristiwa kelahiran tersebut diterbitkan 

dalam bentuk akta kelahiran. Peristiwa kelahiran merupakan peritiwa hukum 

untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum yang 

memerlukan adanya aturan yang jelas, tegas, dan tertulis untuk menciptakan 

kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga peritiwa kelahiran tersebut 

menjadi bukti nyata yang sah. Dengan diterbitkannya akta kelahiran, identitas 

seseorang dianggap asli dan diakui keberadaannya oleh negara.5 

 
5 Fitrial Olivial daln Jhony, “Pelalksalnalaln Perolehaln ALktal Kelalhiraln Balgi ALnalk Lualr Kalwin 

Daln Kendallalnyal Di Suku Dinals Kependudukaln Daln Caltaltaln Sipil Kotalmaldyal Jalkalrtal Balralt”, Lex 

Jurnallica l, vol.9, no.1, 2012, hlm. 52, 

https://ejurnall.esalunggul.alc.id/index.php/Lex/alrticle/view/337/307, dialkses paldal talnggall 31 Juli 

2024 pukul 20.09.  

https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337/307
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Pencatatan setiap kelahiran merupakan suatu hal yang penting untuk 

dilakukan karena dengan mencatat kelahiran secara rutin dan teratur setiap 

tahunnya, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai laju 

pertumbuhan penduduk sehingga membantu mereka dalam merumuskan 

kebijakan mengenai permasalahan kependudukan. Namun sayangnya, di 

Indonesia sendiri masih banyak ditemukan anak yang tidak mendapatkan 

identitasnya, karena minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta 

kelahiran. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengangap pembuatan 

akta kelahiran hanya sebagai kegiatan administrasi saja sehingga menyebabkan 

banyak anak yang keberadaannya tidak dianggap oleh Negara. Tidak adanya 

akta kelahiran pada anak akan terasa akibatnya ketika anak sudah menginjak 

usia anak masuk sekolah. Selain itu, permasalahan lain yang timbul akibat tidak 

adanya akta kelahiran juga menyebabkan adanya pemalsuan identitas, 

ketidakpastian status kewarganegaraan pada anak, kehilangan haknya dalam 

hal pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan hak sosial lainnya yang 

seharusnya bisa mereka dapatkan, serta kehilangan hak atas jaminan 

perlindungan dan hak partisipasi politik. 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, pencapaian akta kelahiran anak di 

Kabupaten Banyumas sejak 2020-2024 rata rata sebesar 95,63 persen, yang 

berarti masih terdapat sekitar 4,37 persen anak yang belum memiliki akta 

kelahiran, termasuk anak yang terlantar. Terhitung sejak 2020 – Juli 2024 
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terdapat 12 anak terlantar yang tercatat telah mendaftarkan akta kelahirannya 

secara resmi  di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.6 

Akta Kelahiran selain sebagai bentuk identitas anak dan perlindungan 

anak, fungsi dari akta kelahiran itu sendiri yaitu: a) Menunjukkan hubungan 

hukum antara anak dengan orang tuanya, b) Memberikan legalitas pada anak 

agar tidak terjadi pemalsuan identitas, mencegah adanya perkawinan dini yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur, mencegah terjadinya kekerasan terhadap 

anak, dan menggunakan hak politiknya pada pemilu.7 Adanya dokumen 

kependudukan terutama bagi anak yang terlantar sangatlah penting, karena ini 

merupakan hak dasar yang harus diberikan agar anak bisa mendapatkan haknya 

dengan baik serta mempermudah proses pengurusan administrasi untuk 

kehidupan anak selanjutnya.8  

Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi setiap anak 

tanpa adanya diskriminasi sosial. Salah satu bentuk perwujudan pemerintah 

dalam melindungi anak yang terlantar yaitu dengan dibentuknya Panti Asuhan. 

Kabupaten Banyumas terkhusus di Banyumas sendiri memiliki jumlah panti 

asuhan yang cukup banyak untuk menjadi tempat bagi anak anak yang terlantar 

dan yatim piatu, salah satunya yaitu Panti Asuhan Harapan Mulia yang 

dijadikan sebagai tempat objek penelitian oleh penulis karena Panti Asuhan 

 
6 Halsil Walwalalncalral di Dinals Kependudukaln daln Caltaltaln Sipil paldal talnggall 19 Juli 2024. 
7 ALsmal Kalrim, “Penyuluhaln Hukum Tentalng Pentingnyal ALktal Kelalhiraln Balgi ALnalk Sebalgali 

Walrgal Negalral”, Jurnall Ilmia lh Paldmal Sri Kreshnal, vol.3, no.1, 2021, hlm. 4, 

https://ejournall.widyalmaltalralm.alc.id/index.php/paldmal/alrticle/view/395, dialkses paldal talnggall 32 

Juli 2024 pukul 20.48.  
8 Dinals Komunikalsi, Informaltikal, Staltistik daln Persalndialn Kotal Suralkalrtal, “Halk ALnalk 

Memiliki ALktal Kelalhiraln”, https://suralkalrtal.go.id/?p=25619, dialkses paldal talnggall 11 Juli 2024 

pukul 14.30.  

https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/padma/article/view/395
https://surakarta.go.id/?p=25619
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Harapan Mulia ini merupakan panti asuhan dengan jumlah anak asuh dengan 

masalah terkait hak sipil bagi anak terlantar yang cukup banyak dari beberapa 

panti asuhan yang telah penulis kunjungi di Banyumas. 

Panti Asuhan Harapan Mulia ini terletak di Mersi, Kecamatan 

Purwokerto Timur. Panti asuhan ini merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas 

untuk menjamin perlindungan, keselamatan, pembinaan, dan rehabilitasi anak-

anak yang dalam situasi rentan atau mengalami kesulitan sosial.  

Panti Asuhan Harapan Mulia ini di bentuk untuk menampung, merawat, 

serta mendidik anak anak yang terlantar dan yatim piatu. Panti Asuhan ini 

memiliki 33 anak asuh dengan usia maksimal 18 tahun. Panti Asuhan ini 

memiliki sejumlah 22 anak terlantar dan beberapa dari mereka tidak memiliki 

akta kelahiran, hal tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan anak dalam 

pengurusan administrasi di masa mendatang. Berikut ini merupakan daftar 

anak Panti Asuhan Harapan Mulia yang mengalami permasalahan pada hak 

sipil anak.9 

Tabel 1. 

Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar di Panti Asuhan Harapan Mulia 

Tahun 2023-2024 

Nama Usia Permasalahan Hak Anak 

Ibal Setiawan 9 Tahun Tidak Memiliki Akta Kelahiran 

 
9 Daltal yalng diperoleh dalri halsil observalsi dengaln Mals Sigit Setiyoko paldal talnggall 5 ALgustus 

2024 di Palnti ALsuhaln Halralpaln Mulial Purwokerto. 
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Muhammad Nizam 8 Tahun Tidak Memiliki Akta Kelahiran 

Farah Jauza Arifiyanti 7 Tahun Tidak Memiliki Akta Kelahiran 

Sumber: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto 

Panti asuhan harapan mulia dibentuk untuk mencegah munculnya 

permasalahan sosial yang timbul di kalangan masyarakat serta membantu 

untuk memberikan hak-hak pada anak. Meskipun kebijakan terkait pengaturan 

dan pelaksanaan dalam memperoleh akta kelahiran di Panti Asuhan sudah ada 

sejak lama, namun pemilik panti asuhan ini mengeluhkan akan kendala yang 

diamali dalam pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Mereka terkendala akibat tidak adanya kepemilikan akta nikah 

orang tua dari anak masing-masing anak, karena dalam Pasal 33 ayat 1 point 

(b) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bawah salah satu 

syarat membuat akta kelahiran yaitu buku nikah sah yang resmi di keluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama (KUA), lalu bagaimana anak tersebut tetap bisa 

mendapatkan akta kelahiran meski tanpa adanya akta nikah. 

Siya>sah syar’iyyah merupakan salah satu alternatif untuk bisa 

mendapatkan kemaslahatan dalam mengelola masalah yang berkaitan dengan 

pemerintahan Islam serta menghilangkan kemadharatan dalam masyarakat 

yang tidak melanggar syariat Islam. Dalam Siya>sah syar’iyyah  terdapat 

Siya>sah Ida>riyah atau administrasi negara yang mana pada zaman nabi, 

kegiatan administrasi negara (Siya>sah Ida>riyah) diatur langsung oleh Nabi 

Muhammad SAW. Ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan pemenuhan 



8 

 

 
 

administrasi kependudukan adalah administrasi negara serta pemerintahan 

yang komprehensif seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Institusi negara dalam Islam tidak terlepas dari konsep kolektif yang ada pada 

landasan syariah Islam dan landasan moral yang berupa konsep ukhuwah, 

tausiyah, dan khalifah yang menjadi landasan dalam negara Islam. Menurut 

Imam Al Ghazali, agama merupakan pondasi dan negara merupakan penjaga 

dari pondasi tersebut. Di sisi lain, agama menjadi dasar bagi negara dalam 

melakukan sesuatu hal demi kesejahteraan rakyatnya, sementara negara 

berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan dan menerapkan agama secara 

khaffah dan benar.10  

Masa pemerintahan Rasulullah SAW menjalankan roda 

pemerintahannya selalu mengacu pada konstitusi abadi di al-Qur’an serta 

menjalankannya dengan konsisten. Selain itu, beliau juga memperhatikan 

peraturan yang tercantum dalam Konstitusi Negara Madinah yang juga dikenal  

sebagai Piagam Madinah. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu 

Bakar Ash Sidiq diangkat menjadi kepala negara dan beberapa sahabat Abu 

Bakar sehingga hal ini terus berlanjut pada periode Khulafa’ur Rosyidin hingga 

yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah, Siya>sah Ida>riyah 

telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW yang sampai saat ini masih di 

terapkan. Dalam memenuhi urusan rakyatnya sudah menjadi kewenangan para 

Khalifah. Seorang khalifah memiliki hak untuk menyusun teknis administrasi 

 
10 Ralhmalwalti, “Peralnaln ALdministralsi Negalral Dallalm Kehidupaln Berbalngsal Daln Bernegalral 

Dallalm Sudut Palndalng Islalm”, Jurnall Pemerinta lhaln daln Politik Globa ll, vol.3, no.2, 2018, hlm. 58, 

https://ejournall.uigm.alc.id/index.php/PDP/alrticle/view/670/821, dialkses paldal talnggall 30 Juli 2024 

pukul 14.56.  

https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/670/821
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yang di kehendakinya serta diperbolehkan membuat peraturan perundang-

undangan dan sistem adminitrasi, yang kemudian mewajibkan seluruh 

rakyatnya untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuatnya sehingga 

memudahkan khalifah dalam menjalankan tugasnya sehingga peraturan yang 

telah dibuatnya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam hal ini dapat 

di simpulkan bahwasanya dalam menjalankan suatu kegiatan administrasi, 

tentunya harus ada instansi atau lembaga yang secara khusus memiliki tugas 

untuk memenuhi kepentingan setiap rakyatnya dan menjalankan tanggung 

jawabnya dengan baik. Dalam Siya>sah syar’iyyah terdapat bagian Siya>sah 

Ida>riyah atau administrasi negara yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

ini yaitu berkaitan pada kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan pada hak 

anak untuk mendapatkan identitasnya berupa akta kelahiran berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan efisien. Kualitas pelayanan tersebut diukur 

dari realitas kepentingan pelayanan yang cepat dan sempurna. 

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas, penulis 

tertarik untuk meneliti terkait bagaimana upaya panti asuhan dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pemenuhan hak anak 

terlantar untuk memperoleh akta kelahiran di Panti Asuhan Harapan Mulia 

serta tinjauan Siya>sah Ida>riyah dalam pemenuhan hak anak tanpa adanya akta 

nikah sehingga disusun judul “Pemenuhan Hak Bagi Anak Terlantar Dalam 

Memperoleh Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siya>sah 
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Ida>riyah (Studi Pada Panti Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)”. 

B. Definisi Operasional 

Agar lebih memahami pokok-pokok yang akan dibahas serta 

menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam skripsi penulis, maka diperjelas beberapa istilah sebagai 

berikut: 

1. Pemenuhan Hak Anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mewujudkan hak anak melalui upaya legislatif, administratif, 

hukum, dan lainnya demi mewujudkan hak-hak anak.11 Pemenuhan hak 

yang dimaksud oleh penulis adalah pemenuhan hak terhadap anak-anak 

yang terlantar. 

2. Anak Terlantar adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun yang 

karena sebab tertentu seperti kemiskinan, meninggalnya salah satu orang 

tua atau wali, dan orang tua yang berpisah kemudian melalaikan 

kewajibannya sehingga kebutuhan lahir dan batin seorang anak maupun 

kebutuhan sosial anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.12 Anak terlantar 

yang dimaksud oleh penulis adalah anak yang karena sebab tertentu  

 
11 Peralturaln Menteri Pemberdalyalaln Perempualn daln Perlindungaln ALnalk Republik Indonesial 

Nomor 13 Talhun 2021 Tentalng Palrtisipalsi Malsyalralkalt Dallalm Pemberdalyalaln Perempualn Daln 

Perlindungaln ALnalk. 
12 Faliz ALsmi Permalnal daln Septi Nur Wijalyalnti, “Peraln Negalral Dallalm Melindungi Halk-Halk 

Konstitusionall ALnalk Terlalntalr Di Indonesial”, Media l of La lw a lnd Shalria l, vol.3, no.3, 2022, hlm. 221, 

https://journall.umy.alc.id/index.php/mlsj/alrticle/downloald/14323/7452, dialkses paldal talnggall 9 Juli 

2024 pukul 17.30.  

https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/14323/7452
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orangtua nya tidak dapat melaksanakan serta melalaikan kewajiban dan 

tanggung jawabnya. 

3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi 

atau badan yang berwenang sebagai bukti sah yang timbul dari pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..13 Dokumen kependudukan 

yang dimaksud oleh penulis meliputi Akta Kelahiran. 

4. Siya>sah Ida>riyah adalah politik administrasi negara yang merupakan 

masdar dari ada>ra as-say’a yudiruhu ida>riyah yang artinya mengatur dan 

menjalankan sesuatu14, Siya>sah Ida>riyah dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mengatur terkait administrasi kenegaraan demi mencapai kemaslahatan 

umat Islam. Siya>sah Ida>riyah yang dimaksudkan oleh penulis berfokus 

pada pelayanan sistem administrasi kependudukan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di latar belakang, maka penulis 

uraikan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh dokumen 

kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013? 

2. Bagaimana tinjauan Siya>sah Ida>riyah terhadap pemenuhan hak anak 

terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh dokumen 

 
13 Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 24 Talhun 2013 Tentalng Perubalhaln ALtals 

Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2006 Tentalng ALdministralsi Kependudukaln. 
14 Lalelal ALryalni, “Implementalsi Good Governalnce Di Desal Rempoalh Persepektif Siyalsalh 

Idalriyalh”. Skripsi (Purwokerto: Falk. Syalrialh UIN Prof. K.H. Salfuddin Zuhri, 2020), hlm. 10. 
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kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyumas? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak bagi anak 

terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan di Panti Asuhan 

Harapan Mulia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 

b. Untuk menganalisis tinjauan Siya>sah Ida>riyah  terhadap pemenuhan 

hak anak terlantar Panti Asuhan Harapan Mulia dalam memperoleh 

dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Banyumas 

2. Manfaat Penelitian 

Sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan dan 

supaya pembahasannya tidak melebar, maka manfaat dari inti pokok 

permasalahan yang terkait penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penulis Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pelajar dan masyarakat dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya 

memperoleh dokumen kependudukan bagi anak terlantar, serta 

memberikan masukan dan bahan referensi untuk penelitian terkait di masa 

mendatang. 



13 

 

 
 

b. Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pemerintah supaya lebih memaksimalkan pemenuhan hak anak terlantar 

untuk dapat memperoleh haknya berupa dokumen kependudukan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi 

referensi yang belum ada. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyeleksi terhadap masalah yang 

diangkat sebagai topik penelitian serta memperjelas kedudukan masalah. 

Penulis mecari gambaran penelitian yang menghubungkan dengan penelitian 

terdahulu agar tidak terjadi pengulangan. Berikut ini beberapa penelitian 

sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan: 

Pertama, Skripsi karya Maya Zamzami Muntafi’ dengan judul 

“Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten 

Cilacap)”. Skripsi yang ditulis oleh Maya menjelaskan tentang bagaimana 

membuat dokumen akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Cilacap tanpa adanya dokumen perkawinan orang tua karena 

seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah tidak dapat 

mencantumkan nama seorang ayah serta serta kepastian hukum dari status anak 

yang lahir diluar perkawinan yang sah.15 Persamaannya yaitu Keduanya 

 
15 Malyal Zalmzalmi Muntalfi’, “Pemenuhaln Halk ALnalk ALtals Dokumen Kependudukaln 

Perspektif Hukum Islalm (Studi Kalsus Di Dinals Kependudukaln Daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten 

Cilalcalp)”. Skripsi (Purwokerto: Falkultals Syalrialh UIN Prof. K.H. Salifuddin Zuhri, 2021). 
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membahas pemenuhan hak anak untuk memperoleh dokumen kependudukan, 

khususnya akta kelahiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi ini 

meneliti terkait pemenuhan pada hak anak memperoleh dokumen akta 

kelahiran pada anak yang tidak memiliki dokumen perkawinan orang tua 

sedangkan penelitian ini meneliti terkait pemenuhan hak dokumen akta 

kelahiran bagi anak yang terlantar. 

Kedua, Skripsi karya Qandian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak 

Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-

Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. Skripsi ini 

menjelaskan terkait peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang sudah 

melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan pemenuhan hak anak 

terlantar untuk memperoleh akta kelahirannya serta melakukan pendampingan 

dalam mengurus akta kelahiran.16 Persamaan dengan penelitian saya dalah 

sama-sama meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar berupa akta 

kelahiran. Sedangkan perbedaanya adalah skripsi ini meneliti terkait 

pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh akta kelahiran pada Panti 

Asuhan, sedangkan skripsi karya Qandian ini meneliti terkait pemenuhan hak 

atas akta kelahiran anak terlantar yang di lakukan oleh Dinas Sosial kota Banda 

Aceh. 

Ketiga, Skripsi karya Khoirun Nisaa’ dengan judul “Pemenuhan Hak 

Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus 

 
16 Qalndialn, “Pemenuhaln Halk ALnalk Terlalntalr ALtals ALktal Kelalhiraln Di Kotal Balndal ALceh 

(Dintinjalu Dalri Undalng-Undalng No.35 Talhun 2014 Tentalng Perlindungaln ALnalk)”. Skripsi (Balndal 

ALceh: Falk.Syalrialh Daln Hukum UIN ALr-Ralniry Dalrussallalm, 2021). 
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di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung)”. Skripsi karya Khoirun 

Nisaa’ ini menjelaskan terkait bagiamana pencatatan kelahiran bagi anak 

sumbang atau sedarah yang dilihat dari faktor anak tersebut dilahirkan, apakah 

dari perkawinan sumbang  yang terjadi tanpa kesengajaan atau dengan 

perkawinan sumbang yang dilakukan dengan sengaja.17 Persamaan dengan 

skripsi ini adalah sama-sama meneliti terkait hak anak untuk memperoleh 

identitasnya berupa akta kelahiran. Perbedaannya yaitu pada skripsi karya 

Khoirun Nisaa’ membahas mengenai kepemilikan akta kelahiran bagi anak 

sumbang atau anak yang lahir dari perkawinan sedarah, sedangkan penulis 

akan meneliti terkait pemenuhan hak anak pada anak yang terlantar menurut 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 

Keempat, Skripsi karya Rapela Anggraeni dengan judul “Pemenuhan 

Hak Anak Terlantar Atas Dokumen Kependudukan di Kota Cirebon (Studi 

Kasus Pada Dinas Sosial Kota Cirebon)” yang menjelaskan tentang pemenuhan 

hak pada Salah satu hak anak terlantar di Dinas Sosial Kota Cirebon adalah 

dapat memperoleh dokumentasi kependudukan dengan surat lamaran Dinas 

Sosial Kota Cirebon.18 Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama 

meneliti terkait pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahirannya. 

Perbedaannya terletak pada skripsi penulis yang melakukan penelitian di Panti 

 
17 Khoirun Nisalal, “Pemenuhaln Halk ALktal Kelalhiraln Balgi ALnalk Yalng Lalhir Dalri Perkalwinaln 

Sedalralh (Studi Kalsus Di Palnti Sosiall Wismal Tunal Galndal Pallsigunung)”. Skripsi (Jalkalrtal: Falkultals 

Syalrialh daln Hukum UIN Syalrif Hidalyaltullalh, 2022). 
18 Ralpelal ALnggraleni, “Pemenuhaln Ha lk ALnalk Terlalntalr ALtals Dokumen Kependudukaln Di 

Kotal Cirebon (Studi Kalsus Paldal Dinals Sosia ll Kotal Cirebon)”. Skripsi (Cirebon: Falkultals Syalrialh 

IALIN Syekh Nurjalti, 2023). 
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Asuhan sedangkan skripsi karya Rapela melakukan penelitian pada Dinas 

Sosial Kota Cirebon. 

Kelima, Jurnal karya Hasnah Aziz, Putri Hafidati, dan Imam 

Rahmaddani, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di 

Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran” yang menjelaskan terkait 

pemenuhan hak berupa akta kelahiran bagi anak yang berada di Panti Asuhan 

Kota Tangerang yang ternyata banyak pengurus panti yang masih belum 

mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada terkait akta kelahiran dan 

pengurus panti yang tidak tahu cara mengurus pembutan akta kelahiran.19 

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan terkait 

pemenuhan atas akta kelahiran bagi anak terlantar di Panti Asuhan. 

Perbedaannya jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu penulis meneliti terkait 

pemenuhan hak berupa akta kelahiran anak terlantar yang diberikan oleh Panti 

Asuhan di Banyumas sedangkan jurnal ini meneliti terkait analisis peraturan 

yang ada di kota Tangerang dalam pemenuhan hak anak terlantar serta 

penerapan panti asuhan dalam memberikan hak-hak anak. 

Untuk Tabel berikut merangkum persamaan dan perbedaan tinjauan 

literatur yang dilakukan untuk penelitian ini: 

 

 

 

 
19 Halsnalh ALziz, dkk., “Perlindungaln Hukum Balgi ALnalk Palnti ALsuhaln Di Kotal Talngeralng 

Dallalm Memperoleh ALktal Kelalhiraln”, Jurnall Hukum Perda ltal Islalm, vol. 21, no. 2, 2020. 

https://ejurnall.esalunggul.alc.id/index.php/Lex/alrticle/view/3696, dialkses pa ldal talnggall 29 Juli 2024, 

pukul 10.10. 

https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3696
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Tabel 2 

Kajian Pustaka 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Maya 

Zamzami 

Muntafi’ 

Pemenuhan Hak 

Anak Atas 

Dokumen 

Kependudukan 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi Kasus di 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabuaten 

Cilacap) 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pemenuhan 

hak anak untuk 

memperoleh 

dokumen 

kependudukan 

berupa akta 

kelahiran. 

a) Obyek 

penelitian, 

skripsi miliki 

Maya 

mengkaji 

terkait 

pemenuhan 

hak atas 

dokumen 

berupa akta 

kelahiran dari 

anak yang lahir 

di luar 

perkawinan 

yang sah pada 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil di 

Kabupaten 
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Cilacap, 

sedangakan 

skripsi penulis 

mengkaji 

terkait 

pemenuhan 

hak bagi anak 

yang terlantar 

untuk 

mendapatkan 

akta kelahiran 

pada Panti 

Asuhan. 

2 Qandian Pemenuhan Hak 

Anak Terlantar 

Atas Akta 

Kelahiran di 

Kota Banda 

Aceh (Ditinjau 

dari Undang-

Undang No.35 

Tahun 2014 

Tentang 

Sama-sama 

meneliti 

terkait 

pemenuhan 

hak anak 

terlantar 

berupa akta 

kelahiran. 

a) Skripsi karya 

Qandian 

mengkaji 

pemenuhan 

hak pada anak 

terlantar di 

Dinas Sosial, 

penulis 

mengkaji di 

Panti Asuhan 
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Perlindungan 

Anak). 

dan Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil. 

3 Khoirun 

Nisaa’ 

Pemenuhan Hak 

Akta Kelahiran 

Bagi Anak 

Yang Lahir Dari 

Perkawinan 

Sedarah (Studi 

Kasus di Panti 

Sosial Wisma 

Tuna Ganda 

Palsigunung). 

Sama-sama 

meneliti 

terkait hak 

anak untuk 

memperoleh 

identitasnya 

berupa akta 

kelahiran. 

a) Skripsi karya 

Khoirun 

Nisaa’ 

meneliti terkait 

pemenuhan 

akta kelahiran 

bagi anak yang 

lahir dari 

perkawinan 

sedarah, 

sedangkan 

skripsi penulis 

meneliti terkait 

pemenuhan 

hak bagi anak 

yang terlantar 

dalam 

memperoleh 

akta kelahiran 
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tanpa adanya 

akta nikah. 

4 Rapela 

Anggraeni 

Pemenuhan Hak 

Anak Terlantar 

Atas Dokumen 

Kependudukan 

di Kota Cirebon 

(Studi Kasus 

Pada Dinas 

Sosial Kota 

Cirebon). 

Sama-sama 

meneliti 

terkait 

pemenuhan 

hak anak 

terlantar atas 

akta 

kelahirannya 

a) Obyek 

Penelitian, 

skripsi karya 

Rapela 

Anggraeni 

mengkaji 

pemenuhan 

hak pada anak 

terlantar di 

Dinas Sosial, 

penulis 

mengkaji di 

Panti Asuhan 

 

5 Hasnah 

Aziz, Putri 

Hafidati, 

dan Imam 

Rahmaddani 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Anak Panti 

Asuhan di Kota 

Tangerang 

dalam 

Sama-sama 

menjelaskan 

terkait 

pemenuhan 

atas akta 

kelahiran bagi 

anak terlantar 

a) Jurnal ini 

menggunakan 

metode 

pendekatan 

yuridis-

normatif, 

penulis 
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Memperoleh 

Akta Kelahiran. 

di Panti 

Asuhan. 

menggunakan 

metode 

pendekatan 

yuridis-

empiris. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan sistematika Penulisan skripsi yang 

memuat bab dan sub bab, serta uraian topik kajian. Dalam penulisan skripsi 

ini., guna mensistematisasikan strukturnya agar mudah dipahami, maka skripsi 

ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu berisi uraian latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, pada bab ini membahas 

mengenai pengertian anak terlantar, karakteristik anak terlantar, hak-hak anak 

terlanta, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap hak anak terlantar, 

pengertian administrasi kependudukan, hak dokumen kependudukan bagi anak 

terlantar menurut undang-undang, akta kelahiran sebagai dokumen 

kependudukan, serta konsep umum Siya>sah Ida>riyah. 

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya jenis 

penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, subjek dan 
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objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

Bab keempat menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan di 

panti asuhan harapan mulia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan tinjauan Siya>sah Ida>riyah 

terhadap pemenuhan hak anak terlantar panti asuhan harapan mulia dalam 

memperoleh dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Banyumas. 

Bab kelima merupakan bagian terakhir dalam rangkaian penulisan 

skripsi yang berisi kesimpulan dari penelitian mengenai permasalahan yang 

dikaji, serta Saran sebagai harapan penulis untuk mengkaji fakta-fakta yang 

terjadi agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya 

di kemudian hari.
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BAB II 

HAK ANAK TERLATAR DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN 

KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYA>SAH IDA>RIYAH 

 

A. Konsep Umum Anak Terlantar 

1. Pengertian Anak Terlantar 

Anak telrlantar melrupakan anak yang melmiliki pelrmasalahan dalam 

hal fisik, psikis, spiritual, maupun pelrmasalahan dalam hal sosialnya.20 

Anak yang masih dalam masa pelrtumbuhan masih sangat melmbutuhkan 

kasih sayang dan pelran dari keldua orang tua selrta lingkungannya, karelna 

delngan kasih sayang yang di belrikan akan sangat belrdampak pada karaktelr 

dan sifat anak di masa delpan. Pada masa tumbuh kelmbang anak, melrelka 

melmbutuhkan lingkungan yang bisa melmbuatnya melrasa aman dan 

nyaman karelna di masa itu melrelka akan banyak bellajar hal hal baru dari 

lingkungan di selkitarnya, baik itu selcara intelrnal maupun elkstelrnal.21 

Melnurut kamus belsar Bahasa Indonelsia, anak telrlantar melrupakan 

anak yang tidak telrpellihara, selrba tidak belrkelcukupan dalam hidupnya, 

anak yang orang tuanya melninggal, tidak telrurus dan tidak telrawat delngan 

baik. Anak telrlantar yang selsungguhnya melrupakan anak-anak yang 

telrmasuk pada katelgori anak rawan atau anak yang melmbutuhkan 

pelrlindungan khusus (childreln in neleld of spelcial protelction), yaitu selbutan 

 
20 Palsall 1 alyalt 6 Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perlindungaln ALnalk. 
21 Nalncy Ralhalkbaluw, “Falktor-Falktor ALnalk Diterlalntalrkaln Daln Dalmpalknyal (Studi Di Kotal 

ALmbon)”, Jurnall Insalni, vol. 3, no. 1, 2016, hlm. 33, https://osf.io/zmjrp/downloald, dialkses paldal 

talnggall 18 ALgustus 2024 pukul 16.51.  

https://osf.io/zmjrp/download
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untuk kellompok anak yang hak, status, dan kondisinya tidak telrpelnuhi 

delngan baik karelna telkanan budaya dan struktural di lingkungan selkitar  

atau bahkan karelna pellanggaran dalam pelmelnuhan haknya. Kellahiran 

selorang anak yang tidak diinginkan akan sangat rawan melngalami 

pelnellantaran atau bahkan dipelrlakukan salah (child abusel). Dalam kasus 

yang paling elkstrelm, pelnellantaran anak dapat dilakukan delngan 

melmbuang anak kel telmpat lain, selpelrti kel dalam hutan, dalam sellokan, 

atau telmpat telmpat lain yang jauh. Tindakan selpe lrti itu dilakukan selmata-

mata untuk melnyelmbunyikan aib dan rasa malu atau karelna orang tua yang 

bellum siap mellahirkan dan melrawat anaknya delngan baik.22 

Anak telrlantar melnurut pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 telntang Kelseljahtelraan Anak adalah anak yang 

karelna suatu selbab orang tuanya mellalaikan kelwajibannya selhingga 

kelbuutuhan anak tidak dapat telrpelnuhi delngan wajar, baik selcara jasmani, 

rohani, maupun sosialnya. Batasan ini melmiliki arti yang selmpit melngelnai 

pelngelrtian anak telrlantar yang telrbatas pada keladaan tidak di urus olelh 

keldua orang tuanya.23 

Pelnellantaran anak melrupakan belntuk sikap kelkelrasan yang 

dilakukan delngan cara melninggalkan dan melmbiarkan anak dalam 

keladaan kurang gizi, tidak selhat, tidak melndapatkan pelngasuhan yang 

maksimal dan melmaksakan anak mellakukan belrbagai jelnis pelkelrjaan 

 
22 Balgong Suyalnto, Malsallalh Sosia ll ALnalk (Jalkalrtal: Kencalnal, 2016), hlm. 225. 
23 Sulalimaln Talmbal, “Perlindungaln ALnalk Terlalntalr Menurut Hukum Islalm”, Jurnall Hukum 

Ka lidalh, vol. 18, no. 2, 2019, hlm. 72. https://jurnall.uisu.alc.id/index.php/jhk/alrticle/view/1102/858, 

dialkses paldal talnggall 19 ALgustus 2024 pukul 09.11 

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1102/858
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selpelrti melngelmis, melngameln, atau melnjadi pelmbantu rumah tangga yang 

dapat melngambat atau bahkan melngganggu tumbuh kelmbang anak. Orang 

tua yang delngan selngaja mellalaikan tanggung jawabnya selbagai orang tua 

delngan melngabaikan kelbutuhan anak-anaknya, baik kelbutuhan jasmani, 

rohani, maupun sosialnya melrupakan belntuk tindakan pelnellantaran.24 

Telrdapat belbelrapa faktor yang melnjadi pelnyelbab selorang anak di 

telrlantarkan olelh keldua orang tuanya, bisa karelna faktor kelluarga anak itu 

selndiri, faktor budaya, atau kare lna faktor elkstelrnal kelluarga.25 

a. Faktor Kelluarga selbagai tindakan pelnellantaran anak selpelrti 

pelnyalahgunaan narkoba olelh orang tua atau wali pelngganti, adanya 

gangguan kelselhatan melntal dan masalah kelpribadian pada orang tua 

atau wali pelngganti, selrta stuktur atau disfungsi pada kelluarga. 

b. Faktor elkstelrnal ke lluarga selpelrti kurangnya dukungan sosial dari 

kelluarga, telman, dan  pellayanan sosial atau karelna kondisi 

kelseljahtelraan yang telrisolasi selcara sosial. Sellain kurangnya 

dukungan dari luar, faktor kelmiskinan juga melnjadi pelnelntu telrhadap 

tindakan pelnellantaran anak. 

c. Faktor budaya biasanya diselbabkan karelna kultur budaya di 

lingkungan anak yang selringkali melnelrima pelrlakuan salah telrhadap 

anak di dalam kelluarganya. Sellian itu, faktor budaya lainnya yaitu 

 
24 Nalncy Ralhalkbaluw, Falktor-Falktor, hlm. 34. 
25 Ginal Indalh Permaltal Nalstial, dkk., “Upalyal Peningkaltaln Kalpalsitals Kelualrgal Dallalm 

Pengalsuhaln ALnalk”, Jurna ll Sociall Work, vol. 11, no. 2, 2022, hlm. 83. 

https://medial.neliti.com/medial/publicaltions/530875-none-9b3f1f2e.pdf, dialkses paldal talnggall 19 

ALgustus 2024 pukul 09.52 

https://media.neliti.com/media/publications/530875-none-9b3f1f2e.pdf
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karelna kelbiasaan yang melnjadi budaya pada orang susah dalam hal 

elkonomi, selhingga lelbih melmilih tidak belrselkolah dan melnjadi anak 

jalanan untuk me lngameln atau melngelmis unutk melnyambung 

kelhidupannya. Padahal anak-anak telrselbut masih dapat hidup delngan 

baik dan layak jika melrelka mau belrusaha. 

Arif Gosita melngatakan bahwa anak-anak harus dilindungi agar 

tidak melnjadi korban tindakan dari selselorang, atau kellompok organisasi 

baik swasta maupun pelmelrintah. Anak-anak yang melnjadi korban ialah 

melrelka yang melngalami kelrugian dalam hal fisik, melntal dan sosialnya 

karelna tindakan yang dilakukan olelh orang lain baik selcara langsung 

maupun tidak, khususnya anak telrlantar yang sangat relntan melngalami 

diskiriminasi dan elksploitasi. Belrikut ini belbelrapa faktor pelnyelbab 

pelnellantaran anak:26 

a. Faktor ke lluarga 

Kelluarga melrupakan bagian telrkelcil dalam masyarakat yang telrdiri 

dari ayah, ibu, dan anak dimana kelluarga itu yang melmiliki pelran 

pelnting dalam pola asuh anak. Kellalaian orang tua pada tanggung 

jawabnya selhingga anak melrasa ditelrlantarkan, padahal selorang anak 

hanya melmbutuhkan pelrlindungan dari keldua orang tuanya dalam 

masa tumbuh kelmbang anak. 

 

 
26 Faliz ALsmi Permalnal daln Septi Nur Wijalyalnti, “Peraln Negalral Dallalm Melindungi Halk-Halk 

Konstitusionall ALnalk Terlalntalr Di Indonesial”, Jurnall Media l of La lw a lnd Shalria l, vol. 3, no. 3, 2022, 

hlm. 221. https://journall.umy.alc.id/index.php/mlsj/alrticle/view/14323, dialkses paldal talnggall 19 

ALgustus 2024 pukul 11.40 

https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14323
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b. Faktor sosial, politik, dan elkonomi 

Adanya krisis elkonomi yang bellum telrsellelsaikan, pelmelrintah harus 

melnginvelstasikan lelbih banyak uang untuk melmbayar hutang dan 

melningkatkan kinelrja keluangan dalam hal kelselhatan anak, 

pelndidikan, dan pelrlindungan sosial. 

c. Faktor pe lndidikan 

Dalam masyarakat yang melngalami kelsulitan elkonomi, pelndidikan 

selringkali ditelrlantarkan karelna krisisnya kelpelrcayaan masyarakat 

telrhadap pelndidikan dan biaya yang tidak melncukupi. 

d. Kellahiran diluar pelrnikahan 

Anak-anak yang kellahirannya tidak diinginkan biasanya sangat relntan 

untuk diabaikan dan melndapatkan pelrlakuan salah (child abusel). 

Pelnellantaran anak juga biasanya selbagai belntuk untuk melnutupi aib 

dari kelluarganya. 

Sellain itu juga, telrdapat faktor lain yang melnjadi pelnyelbab se lorang 

anak ditelrlantarkan, yaitu:27 

a. Anak yang telrlantar biasanya diselbabkan karelna orang tuanya belrasal 

dari kellas elkonomi yang relndah. 

b. Hanya melmiliki salah satu dari keldua orang tuanya dan biasanya tidak 

melmiliki pelkelrjaan. 

 
27 Lhery Swalral Oktalf ALdhalnial, “Perilalku Sosiall ALnalk Terlalntalr Dallalm Polal Pengalsuhaln 

Lembalgal Kesejalhteralaln Sosiall ALnalk (LKSAL) Di Kalbupalten Lumaljalng”, Jurna ll Unitomo, t.t., hlm. 

30, https://ejournall.unitomo.alc.id/index.php/ep/alrticle/downloald/1863/901/, dialkses paldal talnggall 

20 ALgustus 2024 pukul 15.35.  

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/download/1863/901/
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c. Orang tua yang melmiliki tingkat intellelktual di bawah standar 

selhingga tidak dapat mellaksanakan kelwajibannya dan tidak dapat 

melmelnuhi kelbutuhan anaknya. 

d. Orang tua yang melngabaikan anaknya, melndelrita gangguan fisik selrta 

elmosional melnurun akibat kellellahan dan gangguan kelselhatan baik, 

frustasi, delprelsi, dan putus asa selhingga kelsulitan dalam melngurus 

anak. 

e. Orang tua melmpunyai trauma yang tidak melnyelnangkan selhingga 

melnurunkan kualitas pelngasuhan telrhadap anak-anaknya. 

Selorang anak yang ditelrlantarkan bukan hanya melrelka yang sudah 

tidak lagi melmiliki orang tua atau kelluarga, teltapi keltika hak-hak anak 

untuk melndapatkan lingkungan yang aman dan nyaman di masa tumbuh 

kelmbangnya tidak ia dapatkan delngan baik selrta tidak melndapatkan 

pelndidikan yang layak.28 

2. Karakteristik Anak Terlantar 

Anak yang telrlantar melrupakan anak yang tellah kelhilangan cinta dan 

kasih sayang dari keldua orang tua dan kelluarganya, kelhilangan hak dan 

kelwajibannya selbagai anak, dan kelhilangan kelbutuhan yang selharusnya di 

telrima di usianya yang masih kelcil. Anak yang dikatelgorikan telrlantar 

melmiliki ciri-ciri selbagai belrikut:29 

 
28 Siti Rohalnal, dkk., “Lalyalnaln Konseling Kelompok Dallalm Mengembalngkaln Ralsal Percalyal 

Diri ALnalk Terlalntalr”, Jurnall Da lkwalh daln Kema lsyalralkalta ln, vol. 21, no. 2, 2020, hlm. 18, 

https://jurnall.raldenfaltalh.alc.id/index.php/walrdal/alrticle/view/7278, dialkses paldal talnggall 19 ALgustus 

2024 pukul 10.58. 
29 Siti Rohalnal, dkk., Lalyalnaln Konseling, hlm. 19. 

https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/7278
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1) Anak yang belrusia 5-18 tahun, yang melrupakan anak yatim piatu, 

anak yatim (tanpa ayah), atau anak piatu (tanpa ibu). 

2) Anak telrlantar selringkali melrupakan anak yang telrlahir dari hasil 

hubungan di luar pelrnikahan, selhingga tidak ada yang mau melngurus 

(dianggap selbagai aib) atau karelna orang tuanya yang bellum siap atau 

tidak mampu baik selcara melntal maupun finansialnya. 

3) Anak yang kellahirannya tidak selsuai relncana atau tidak diinginkan 

olelh keldua orang tuanya atau kelluarganya, selhingga anak 

melndapatkan pelrlakuan yang salah. 

4) Adanya telkanan pelre lkonomian yang melmpelngaruhi kelmampuan 

kelluarga dalam melmelnuhi kelbutuhan hidup yang selrba keltelrbatasan 

fasilitas dan sumbelr daya untuk melmelnuhi hak anak. 

5) Anak yang melnjadi korban pelrcelraian orang tua, brokeln homel, anak 

yang belrada dalam kelluarga miskin dan belrmasalah (judi, pelmabuk, 

pelngguna narkoba, dll). 

Melnurut Pelraturan Melntelri Sosial Relpublik Indonelsia Nomor 4 

Tahun 2020 telntang Relhabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Tellantar telrdapat 

ciri-ciri atau karaktelristik anak telrlantar yang telrdiri atas: 

1) Tidak telrpelnuhinya kelbutuhan dasar selpelrti sandang, pangan, dan 

papan. 

2) Tidak ada lagi yang melngurusnya, baik itu dari kelluarga, wali asuh, 

maupun masyarakat. 

3) Anak yang rawan melngalami tindakan kelkelrasan dari lingkungan. 
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4) Masih telrdapat kelluarga teltapi melmiliki potelnsi melngalami pelrlakuan 

salah, tindakan kelkelrasan, pelnellantaran, dan elkspoitasi pada anak. 

Selbagian anak yang telrlantar, telrutama anak yatim piatu melrelka 

akan tinggal di panti asuhan dan belrada dibawah pelngasuhan pelmilik panti 

asuhan. Anak telrlantar bukan hanya melmbutuhkan pelrlindungan dan dan 

telrpelnuhi kelbutuhan dasarnya, akan teltapi pada dasarnya anak juga 

melmbutuhkan pelrhatian selmua orang. 

3. Hak-Hak Anak Terlantar 

Anak dan relmaja melmiliki hak asasi manusia yang sama delngan 

orang delwasa. Melrelka juga melmpunyai hak-hak telrtelntu yang belrkaitan 

delngan kelbutuhan melrelka. Sellain melngakui dan mellindungi martabat 

selluruh umat manusia, hak asasi manusia adalah standar yang melngatur 

bagaimana manusia dapat hidup dan belrintelraksi sosial satu delngan yang 

lain.30 Hak anak melrupakan tanggung jawab orang tua, kelluarga, 

masyarakat dan ne lgara selrta melmpelrolelh pelndidikan, pelngajaran yang 

layak untuk pelngelmbangan sang anak se lrta kelbelbasan yang tidak mellawan 

hukum. 

Apabila hak anak di kaitkan delngan hak asasi manusia, maka hak 

anak melrupakan bagian intelgral dari hak asasi manusia yang tidak bolelh 

dilanggar. Selbuah studi melngkaji hak asasi anak yang dapat dipellajari 

 
30 UNICEF, “Setialp ALnalk Punyal Halk-Halk Yalng Halrus Dilindungi”, 

https://www.unicef.org/indonesial/id/setialp-alnalk-berhalk?gald_source=1, dialkses talnggall 19 ALgustus 

2024 pukul 16.38. 

https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad_source=1
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dalam Konvelnsi Hak Anak (KHA). Hal itu dikarelnakan belbe lrapa hal 

selbagai belrikut:31 

a. Hak-hak anak dalam KHA melncakup hak sipil dan politik selrta hak-

hak elkonomi, sosial, dan budaya. 

b. KHA diciptakan untuk melmelnuhi kelbutuhan dan kondisi anak. 

c. KHA melrupakan satu-satunya alat HAM intelrnasional yang selcara 

telgas melngakui pelran organisasi non-pelmelrintah. 

d. Dalam kontelks melkanismel intelrnasional, KHA lelbih melngutamakan 

melkanismel yang koopelratif dan kon-konfrontatif. 

Hak-hak anak yang diselbutkan dalam KHA diantara yaitu: 

1) Seltiap anak belrhak atas pelmelnuhan kelbutuhannya. 

2) Seltiap anak belrhak melmpelrolelh pelndidikan. 

3) Seltiap anak belrhak atas pelngasuhan dan melndapat pelrlindungan dari 

tindakan kelkelrasan. 

4) Seltiap anak belrhak untuk dillindungi dari pelkelrjaan be lrbahaya dan 

elksploitasi elkonomi. 

5) Seltiap anak belrhak atas hidup yang wajar. 

Selmelntara itu, Pelmelrintah Indonelsia tellah melnge lluarkan Pelraturan 

Pelrundang-Undangan yang melngatur telrkait pelrlindungan anak. Belrikut 

ini belbelrapa hak anak melnurut pelraturan pelrundang-undangan yang ada 

di Indone lsia: 

 
31 ALli Nugralhal daln Baldru Zalmaln, Halk-Halk ALnalk Usial Dini Indonesial, (t.k.: t.p, 2014), hlm. 

13–14. 
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a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan Anak 

Diatur dalam pasal 4-16 yang dirangkum selbagai belrikut: 

1) Hak untuk hidup, tumbuh dan belrkelmbang, belrpartisipasi, selrta 

pelrlindungan dari kelkelrasan dan diskriminasi. 

2) Hak atas idelntitas diri dan status kelwarganelgaraan. 

3) Hak untuk belribadah selsuai agamanya. 

4) Hak untuk melngeltahui dan diasuh olelh orang tuanya. 

5) Hak untuk melmpelrolelh pellayanan kelselhatan dan jaminan sosial. 

6) Hak untuk melmpelrolelh pelndidikan 

7) Hak untuk melnyatakan pelndapat dan didelngar. 

8) Hak untuk belristirahat dan melmanfaatkan waktu luang untuk 

belrgaul, belrmain, belrelkrelasi, dan belrkrelasi selsuai delngan minat 

dan bakatnya. 

9) Hak untuk melmpelrolelh rahabilitasi, bantuan sosial, dan 

pelmelliharaan taraf kelseljahtelraan sosial bagi anak yang 

melnyandang cacat. 

10) Hak untuk melndapat pelrlindungan dari pelrlakuan diskriminasi, 

elksploitasi, pelnellantaran, kelkeljaman, kelkelrasan, dan 

pelnganiayaan, keltidakadilan, dan pelrlakuan salah lainnya. 

11) Hak untuk melmpelrolelh pelrlindungan dari: 

1) pelnyalahgunaan dalam kelgiatan poitik. 

2) pellibatan dalam selngkelta belrselnjata. 
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3) pellibatan dalam kelrusuhan sosial. 

4) pellibatan dalam pelristiwa yang melngandung unsur kelkelrasan. 

5) pellibatan dalam pelpelrangan. 

12) Hak untuk melmpelrolelh pelrlindungan dari pelnganiayaan, 

pelnyiksaan, atau pelnjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telntang Kelseljahtelraan Anak 

Undang-Undang telntang Kelseljahtelraan Anak ini melngatur 

telrhait hak-hak anak yang telrmuat dalam Bab II selbagai belrikut: 

a) Hak untuk me lndapatkan kelseljahtelraan, pelrawatan, asuhan, dan 

bimbingan selrta kasih sayang yang dibelrikan olelh kelluarga. 

b) Hak atas pe llayanan. 

c) Hak atas pe lmelliharaan dan pelrlindungan. 

d) Hak atas pe lrlindungan telrhadap lingkungan hidup. 

e) Hak untuk melndapatkan pelrtolongan,bantuan, dan pelrlindungan. 

f) Hak melmpelrolelh asuhan dari nelgara, orang tua, atau badan. 

g) Hak untuk melndapatkan bantuan. 

h) Hak untuk melmpelrolelh pellayanan khusus bagi anak yang cacat. 

Dari belrbagai keltelntuan undang-undang di atas, hak-hak anak pada 

dasarnya telrdiri atas 4 unsur, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh 

dan belrkelmbang delngan baik, hak untuk melndapat pelrlindungan, dan hak 

untuk belrpartisipasi sosial. 
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4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Anak 

Terlantar 

Pelmelrintah melrupakan struktur dalam politik yang kelbelradaannya 

sangat pelnting untuk melngellola nelgara. Kata pelmelrintah di ambil dari 

bahasa latin “gubelrnare l” yang melmiliki arti melngarahkan, melngelmudi, 

dan melmelrintah. Pelmelrintah melnurut Aptelr adalah selkellompok oran yang 

belrtanggung jawab untuk melmelliharan dan melmpelrtahankan sistelm 

pelmelrintahannya selrta melnjalankan tanggung jawab delngan melngikat 

para anggotanya. 

Seldangkan melnurut H. Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam buku 

yang belrjudul “Hubungan antar Lelmbaga Pelmelrintahan”, pelmelrintah 

belrasal dari kata pelrintah yang belrarti pelrintah untuk belrbuat selsuatu, dan 

melngartikan pelmelrintah selbagai selselorang atau suatu badan atau aparat 

yang melmbelri dan melngelluarkan pelrintah.32 Tanggung jawab pelmelrintah 

telrdapat pada karaktelristik tugas yang dibelrikan kelpadanya. Tugas 

pelmelrintah adalah melnjalankan selbagian tugas nelgara selbagai organisasi 

kelkuasaan. Melnurut Mac Ivelr tugas pelmelrintah digolongkan melnjadi tiga, 

yaitu: 1) cultural function atau fungsi budaya, 2) gelnelral wellfarel function 

 
32 Malrlen Novital Malkallew, dkk., “Koordinalsi ALntalral Pemerintalh Daln Forum Kerukunaln 

Umalt Beralgalmal (FKUB) Dallalm Menciptalkaln Kerukunaln Umalt Beralgalmal Di Kotal Malnaldo”, 

Jurnall Governalnce, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 4, 

https://ejournall.unsralt.alc.id/v3/index.php/governalnce/alrticle/downloald/34304/32267/72321, 

dialkses paldal talnggall 20 ALgustus 2024 pukul 13.17.  

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/34304/32267/72321
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atau fungsi kelseljahtelraan umum, dan 3) elconomic control function atau 

fungsi pelngelndalian elkonomi.33 

Pelmelrintah Indonelsia harus dibelntuk selsuai delngan tujuan yang 

telrcantum dalam pelmbukaan UUD NRI 1945, yaitu “... mellindungi 

selgelnap bangsa Indonelsia dan selluruh tumpah darah Indonelsia dan untuk 

melmajukan kelseljahtelraan umum, melncelrdaskan kelhidupan bangsa, dan 

...”, olelh karelnanya, selbagai pelnyellelnggara nelgara, pelmelrintah harus 

dibelrikan izin yang telpat dan jellas untuk melncapai tujuan telrselbut. 

Pellaksanaan pelmelrintahan yang baik akan melngakibatkan 

masyarakat melrasakan keltelntraman lahir dan batin, selpelrti:34 

1) Kelkuatan fisik dan non fisik tidak dipelrlukan untuk pellaksanaan hak. 

2) Selpanjang haknya tidak dilanggar dan orang lain tidak dirugikan, 

masyarakat dapat delngan belbas melngelmbangkan minat dan bakatnya 

selrta melncapai apa yang dianggap belnar. 

3) Melrasa dipelrlakukan selcara adil, manusiawi, dan belradab melskipun 

mellakukan pelrbuatan yang kelliru. 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 

melrupakan dasar konstitusional Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia 

yang di amandelmeln se lbanyak elmpat kali selhingga melnghasilkan rumusan 

yang jauh lelbih kuat untuk melnjamin hak konstitusional warga nelgaranya. 

 
33 Sukaldi, “Talnggung Jalwalb Negalral Terhaldalp ALnalk Terlalntalr Dallalm Operalsionallisalsi 

Pemerintalh di Bidalng Perlindungaln Halk ALnalk”, hlm. 125. 
34 Wina lhyu Erwiningsih, “Peralnaln Hukum Dallalm Pertalnggung-Jalwalbaln Perbualtaln 

Pemerintalh (Bestuursha lndeling)”, Jurnall Ilmu Hukum, vol. 9, no. 2, 2006, hlm. 186, 

https://publikalsiilmialh.ums.alc.id/halndle/11617/738, dialkses paldal talnggall 20 ALgustus 2024 pukul 

13.59.  

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/738
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Pasal 24 ayat (1) UUD Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 

melnjellaskan bahwa nelgara melnjamin hak dan kelwajiban warga nelgaranya 

telrutama pada fakir miskin dan anak telrlantar, yang artinya bahwa 

pelmelrintah selbagai pelrantara untuk melngayomi dan mellindungi warga 

nelgaranya melmiliki tanggung jawab telrhadap pelngasuhan dan pe lndidikan 

telrhadap anak-anak yang telrlantar. Pada dasarnya pasal ini juga 

melrupakan hak konstitusional atau hak sipil bagi selluruh masyarakat 

miskin dan anak telrlantar di selluruh Indonelsia, olelh kare lna itu pelmelrintah 

harus belrtindak delngan hati-hati, sistelmatik, dan telrstruktur telrutama 

dalam hal pelrlindungan dan pelmelliharan hak-hak anak telrkhusus pada 

anak yang telrlantar karelna melrelka sangat rawan melndapatkan pelrlakuan 

salah.35 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan Anak 

melngatur telrkait kelwajiban dan tanggung jawab nelgara, pelmelrintah, dan 

pelmelrintah daelrah, yang diatur dalam pasal belrikut ini: 

Pasal 21 

1) Nelgara, Pelmelrintah, dan Pelmelrintah Daelrah melmiliki kelwajiban dan 

tanggung jawab untuk melnghormati pelmelnuhan Hak Anak tanpa 

melmbeldakan suku, agama, ras, golongan, jelnis kellamin, eltnik, 

budaya, bahasa, status hukum, urutan kellahiran, dan kondisi fisik 

ataupun melntal. 

2) Nelgara melmiliki kelwajiban untuk mellindungi, melnghormati, dan 

melmelnui hak anak. 

 
35 Imalm Sukaldi, “Talnggung Jalwalb Negalral Terhaldalp ALnalk Terlalntalr Dallalm Operalsionallisalsi 

Pemerintalh di Bidalng Perlindungaln Halk ALnalk”, Jurnall Sya lrialh daln Hukum, vol. 5, no. 2, 2013, 

hlm. 118, https://medial.neliti.com/medial/publicaltions/23659-ID-talnggung-jalwalb-negalral-terhaldalp-

alnalk-terlalntalr-dallalm-operalsionallisalsi-pemerintalh.pdf, dialkses paldal talnggall 20 ALgustus 2024 pukul 

11.06. 

https://media.neliti.com/media/publications/23659-ID-tanggung-jawab-negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/23659-ID-tanggung-jawab-negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf
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3) Pelmelrintah melmiliki kelwajiban dan tanggung jawab dalam 

melrumuskan dan mellaksanakan kelbijakan dalam bidang 

pelnyellelnggaraan pelrlindungan anak. 

4) Pelmelrintah Daelrah melmiliki kelwajiban dan tanggung jawab untuk 

mellaksanakan dan belrtanggung jawab untuk mellaksanakan dan 

melndukung kelbijakan nasional dalam pelnyellelnggaraan pelrlindungan 

anak di daelrah. 

 

Pasal 22 

Nelgara, Pelmelrintah, dan Pelmelrintah Dae lrah melmiliki kelwajiban dan 

tanggung jawab dalam melmbelrikan dukungan sarana, prasarana, selrta 

keltelrseldiaan sumbelr daya manusia dalam pelnyellelnggaraan pelrlindungan 

anak. 

 

Pasal 23 

1) Nelgara, Pelmelrintah, dan Pelmelrintah Daelrah melnjamin pelrlindungan, 

pelmelliharaan, dan kelseljahtelraan anak delngan melmpelrhatikan hak dan 

kelwajiban orang tua, wali, atau orang lain yang selcara hukum 

belrtanggung jawab telrhadap anak. 

 

Pasal 24 

Nelgara, Pelmelrintah, dan Pelmelrintah Daelrah melnjamin anak untuk 

melmpelrgunakan haknya dalam melnyampaikan pelndapat selsuai delngan 

usia dan tingkat kelce lrdasan anak. 

 

Pasal 43 

1) Nelgara, Pelmelrintah, Pelmelrintah Daelrah, Masyarakat, Kelluarga, 

Orang Tua, Wali, dan lelmbaga sosial melnjamin pelrlidungan anak 

dalam melmelluk agamanya. 

 

Pasal 44 

1) Pelmelrintah dan Pelmelrintah Daelrah wajib melnyeliakan fasilitas dan 

melnyellelnggarakan upaya kelselhatan yang komprelhelnsif bagi anak 

agar seltiap anak melmpelrolelh delrajat kelselhatan yang optimal seljak 

dalam kandungan. 

 

Pasal 45B 

1) Pelmelrintah, Pelmelrintah Daelrah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib 

mellindungi anak dari pelrbuatan yang melngganggu kelselhatan dan 

tumbuh kelmbang anak. 
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Pasal 46 

1) Nelgara, Pelmelrintah, Pelmelrintah Daelrah, Kelluarga, dan Orang Tua 

wajib melngusahakan agar anak yang lahir telrhindar dari pe lnyakit 

yang melngancam kellangsungan hidup atau melnimbulkan kelcatatan. 

 

Pasal 47 

1) Nelgara, Pelmelrintah, Pelmelrintah Daelrah, Kelluarga, dan Orang Tua 

wajib mellindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk 

pihak lain. 

2) Nelgara, Pelmelrintah, Pelmelrintah Daelrah, Kelluarga, dan Orang Tua 

wajib mellindungi anak dari pelrbuatan: 

a) Pelngambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa 

melmpelrhatikan ke lselhatan anak. 

b) Jual belli organ dan jaringan tubuh anak, dan 

c) Pelnellitian kelselhatan yang melnggunakan anak selbagai objelk 

pelnellitian tnap selizin orang tua dan tidak melngutamakan 

kelpelntingan yang telrbaik bagi anak. 

 

Pasal 48 

Pelmelrintah dan Pelmelrintah Dae lrah wajib melnyellelnggarakan pelndidikan 

dasar minimal 9 tahun untuk selmua anak. 

 

Pasal 49 

Nelgara, Pelmelrintah, Pelmelrintah Daelrah, Kelluarga, dan Orang Tua wajib 

melmbelrikan kelselmpatan yang selluas-luasnya kelpada anak untuk 

melmpelrolelh pelndidikan. 

 

Pasal 53 

1) Pelmelrintah dan Pelmelrintah Daelrah melmiliki tanggung jawab untuk 

melmbelrikan biaya pelndidikan atau bantuan Cuma-Cuma atau 

pelayanan khusus bagi anak dari Kelluarga kurang mapu, Anak 

Telrlantar, dan Anak yang belrtelmpat tinggal di daelrah telrpelncil. 

 

Pasal 55 

1) Pelmelrintah dan Pelmelrintah Daelrah wajib melnyellelnggarakan 

pelmelliharaan, pelrawatan, dan relhabilitasi sosial Anak Telrlantar, baik 

di dalam lelmbaga maupun di luar lelmbaga. 
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Pasal 59 

1) Pelmelrintah dan Pelmelrintah Daelrah, dan lelmbaga nelgara lainnya 

melmiliki kelwajiban dan tanggung jawab untuk melmbelrikan 

pelrlindungan khusus kelpada anak. 

 

Belrdasarkan belbelrapa pasal yang tellah dicantumkan diatas dapat 

dipahami bahwa pelmelnuhan hak anak melrupakan tanggung jawab selluruh 

pihak mulai dari pelmelrintah hingga komponeln masyarakat sampai ke l 

lingkup telrkelcil yaitu kelluarga. Pelmelrintah yang belrfungsi selbagai 

pelnyellelnggara ne lgara harus melmpunyai kelmampuan untuk melmelnuhi 

tanggung jawab telrselbut dan siap melngatasi selgala pelrmasalahan yang 

telrjadi delngan stratelgi dan kelbijakan yang elkfelktif.36 

B. Konsep Umum Administrasi Kependudukan 

1. Pengertian Administrasi Kependudukan 

Administrasi kelpelndudukan melrupakan rangkaian kelgiatan 

melngelnai pelncatatan sipil dan pelndaftaran pelnduduk selbagai bagian dari 

sistelm administrasi nelgara yang melnjadi pilar dalam administrasi 

kelpelndudukan se lhingga harus di susun dan di catat delngan rapi supaya 

melmbelrikan manfaat dalam pelrbaikan administrasi dan pelmbangunan.37 

Belrdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 1 

ayat 1 telntang Administrasi Kelpelndudukan melnjellaskan bahwa 

 
36 Idal Frialtnal, “Perlindungaln ALnalk Da llalm Perspektif Hukum Islalm Daln Qalnun ALceh Nomor 

11 Talhun 2008”, Journall of Child alnd Gender Studies, vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 66, https://jurnall.alr-

ralniry.alc.id/index.php/equallity/alrticle/view/5589, dialkses paldal talnggall 20 ALgustus 2024 pukul 

15.02. 
37 Ren Suhalryaldi Tri Purwalnti, “Implementalsi Kebijalkaln Pemerinta lh Tentalng ALdministralsi 

Kependudukaln (Studi Kaljialn Tentalng Sistem Pelalyalnaln Kependudukaln Di Kecalmaltaln Sindalng 

Beliti Ilir Kalbupalten Rejalng Lebong)”, Jurnall Penelitialn Sosia ll Daln Politik, vol. 7, no. 1, 2018, 

hlm. 60, https://journalls.unihalz.alc.id/index.php/mimbalr/alrticle/downloald/425/256/750, dialkses 

paldal talnggall 11 September 2024 pukul 09.28.  

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5589
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5589
https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/425/256/750


40 

 

 
 

administrasi kelpelndudukan melrupakan suatu rangkaian kelgiatan 

pelncatatan dan pelnelrbitan dalam melnelrbitkan dokumeln dan Data 

Kelpelndudukan mellalui pelndaftaran pelnduduk, pelncatatan sipil, 

pelngellolaan informasi administarasi kelpelndudukan selrta pelndayagunaan 

hasilnya untuk pelmbangunan selktor dan pellayanan publik. 

Administrasi kelpelndudukan juga dapat diartikan selbagai 

selrangkaian kelgiatan administrasi telrstruktur yang melnjadi bagian dari 

pelnyellelnggaraan administrasi nelgara untuk melmbelrikan pelmelnuhan hak-

hak administratif pelnduduk, selpelrti pellayanan publik selrta pelrlindungan 

yang belrkaitan delngan dokumeln kelpelndudukan tanpa adanya diskriminasi 

sosial. Administrasi kelpelndudukan diarahkan untuk:38 

a. Melmelnuhi hak asasi seltiap orang dalam bidang administrasi 

kelpelndudukan delngan pellayanan publik yang profelsional tanpa 

adanya pelrlakuan diskriminatif. 

b. Melningkatkan kelsadaran masyarakat akan kelwajibannya selbagai 

warga ne lgara Indonelsia untuk turut selrta dalam pellaksanaan 

administrasi kelpelndudukan. 

c. Melmelnuhi data statistik selcara nasional melngelnai pelristiwa 

kelpelndudukan dan pelritiwa pelnting lainnya. 

d. Melndukung kelbijakan dan pelrelncanaan pelmbangunan selcara 

nasional, relgional, dan lokal. 

 
38 Romiyalnal Nalbalbaln, “Kuallitals Pelalyalnaln Pembualtaln ALktal Kelalhiraln Paldal Dinals 

Kependudukaln Daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten Talpalnuli Utalral”, Skripsi (Medaln : Falkultals Ilmu 

Sosiall daln Ilmu Politik Universitals Medaln ALreal, 2022), hlm. 24. 
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e. Melndukung pelmbangunan sistelm administrasi kelpelndudukan. 

Sellain itu, administrasi kelpelndudukan juga melmiliki tujuan 

diantaranya, yaitu:39 

a. Melmbelri kelabsahan indeltitas dan kelpastian hukum atas dokumeln 

kelpelndudukan pada seltiap pelristiwa kelpelndudukan yang dialami olelh 

pelnduduk. 

b. Melmbelrikan pelrlindungan pada hak sipil. 

c. Melnyeldiakan data selrta informasi melngelnai kelpelndudukan selcara 

nasional telrkait delngan pelndaftaan pelnduduk dan pelncatatan sipil 

selcara lelngkap, akurat, mutakhir, dan mudah diaksels selhingga 

melnjadi acuan dalam pelrumusan kelbijakan dan pelmbangunan. 

d. Melwujudkan telrtib administrasi kelpelndudukan se lcara telrpadu. 

Prinsip-prinsip diatas melnjadi dasar telrjaminnya pelnyellelnggaraan 

administrasi kelpelndudukan yang selsuai delngan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 yang kelmudian dirubah melnjadi Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan.  

Pellaksaan administrasi kelpelndudukan yang belrada pada wilayah 

Kabupateln/Kota dilaksanakann olelh lelmbaga yang belrwelnang di tingkat 

Kabupateln/kota yaitu Dinas Kelpelndudukan dan Catatan Sipil yang 

melmiliki kelwelnangan untuk melmbelri pellayanan kelpada pelnduduk yang 

melngalami pelristiwa kelpelndudukan. Administrasi kelpelndudukan 

melncatat seltiap pelristiwa pelnting yang telrjadi di masyarakat selpe lrti  

 
39 Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2006 tentalng ALdministrals Kependudukaln 
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pelristiwa kellahiran, kelmatian, pelrkawinan, pelrcelraian, pelrpindahan 

pelndudukan, talak, rujuk, dan pelristiwa kelpelndudukan lainnya. 

Dinas Kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln Banyumas 

melrupakan cabang dari pelmelrintahan pusat yang belrtujuan untuk 

melmudahkan masyarakat dalam melngurus administrasi kelpelndudukan 

dan melmbuat idelntitas, selpelrti KTP, KK, Akta Kellahiran, Kartu Idelntitas 

Anak (KIA). Idelntitas selselorang melmiliki pelran yang sangat pelnting agar 

pelmelrintah melngeltahui data dan kelbelradaan pelnduduk di suatu telmpat 

selrta melmudahkan masyarakat keltika belrurusan delngan pihak instansi. 

2. Hak Dokumen Kependudukan Menurut Undang-Undang 

Selbagai selorang anak yang selkaligus melnjadi warga nelgara 

Indonelsia telntunya belrhak untuk melndapatkan pelrlindungan dari nelgara, 

pelmelrintah, orang tua, kelluarga, dan lingkungan selkitarnya selrta 

melndapatkan status kelwarganelgaraannya yang di cantumkan dalam 

dokumeln kelpelndudukan baik itu belrupa Akta Kellahiran, Kartu Kelluarga, 

KTP maupun dokumeln lain supaya kelbelradaannya dapat diakui olelh 

nelgara. Nelgara tellah melwajibkan kelpada selluruh warga nelgaranya untuk 

bisa melndapatkan haknya belrupa dokumeln kelpelndudukan selpelrti yang 

telrcantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan Pasal 2 poin a yaitu selbagai belrikut: “ Seltiap 

Pelnduduk melmpunyai hak untuk melmpelrolelh dokumeln kelpelndudukan”. 

Artinya bahwa selluruh warga nelgara Indonelsia melmpunya hak untuk 
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melndapatkan dokumeln kelpelndudukan tanpa adanya diskriminasi sosial 

selrta wajib mellaporkan seltiap telrjadinya pelristiwa kelpelndudukan dan 

pelristiwa pelnting lainnya yang dialami misalnya selpelrti pelristiwa 

kellahiran yang wajib untuk di laporkan kelpada instansi pellaksana yang 

belrwelnang. 

Sellain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang 

Pelrlindungan Anak juga melngatur telrkait hak-hak anak, telrmasuk di 

dalamnya hak anak untuk bisa melndapatkan idelntitasnya selbagai warga 

nelgara Indonelsia selpelrti yang di jellaskan dalam Pasal 5 yaitu: 

Pasal 5 

Seltiap anak belrhak atas suatu nama selbagai idelntitas diri dan status 

kelwarganelgaraan. 

 

Kelmudian undang-undang ini melmpelrjellas lagi telrkait hak anak 

untuk bisa melndapatkan idelntitasnya yang dipelrtelgas dalam Pasal 27 

selbagai belrikut: 

Pasal 27 

1) Idelntitas diri seltiap anak harus dibelrikan seljak kellahirannya. 

2) Idelntitas selbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam 

akta kellahiran. 

3) Pelmbuatan akta kellahiran didasarkan pada surat keltelrangan dari orang 

yang melnyaksikan dan/atau melmbantu prosels kellahiran. 

4) Dalam hal anak yang prosels kellahirannya tidak dikeltahui dan orang 

tuanya tidak dikeltahui kelbelradaannya, pelmbuatan akta kellahiran 

untuk anak telrselbut didasarkan pada keltelrangan orang yang 

melnelmukannya dan dilelhkapi belrita acara pelmelriksaan kelpolisian. 

 

Pada keltelntuan undang-undang yang te llah di jellaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa seltiap warga nelgara Indonelsia telrmasuk anak, melrelka 
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belrhak untuk bisa melndapatkan hak sipilnya dan kelbelradaannya belrhak 

untuk di akui olelh nelgara tanpa adanya pelngelcualian. 

3. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan 

Akta kellahiran melrupakan akta pelncatatan sipil yang yang 

dihasilkan dari pelcatatan pelristiwa kellahiran yang didalamnya belrisi 

melngelnai idelntitas selorang anak yang kelmudian di tanda tangani olelh 

peljabat yang belrwelnang selhingga melnjadi alat bukti yang sah.40 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 melnjellaskan dalam Pasal 27 

ayat 1 bahwa seltiap pelristiwa kellahiran itu wajib untuk dilaporkan paling 

lambat 60 hari seljak anak telrselbut dilahirkan kelmudian pada ayat 2 juga 

di jellaskan bahwa pelristiwa kellahiran telrselbut ditelrbitkan dalam belntuk 

akta kellahiran, artinya warga nelgara Indonelsia wajib melmiliki akta 

kellahiran tanpa telrkelcuali. 

Akta kellahiran selndiri melmiliki belbelrapa je lnis, diantaranya yaitu:41 

1. Akta kellahiran umum, yaitu akta kellahiran yang dibuat belrdasarkan 

laporan kellahiran yang disampaikan dalam jangka waktu sellambatnya 

60 hari kelrja bagi WNI dan 10 hari kelrja bagi WNA seljak tanggal 

kellahiran. 

 
40 Tedjo ALsmo Sugeng, “Pentingnyal ALktal Kelalhiraln Sebalgali Identitals ALnalk Yalng 

Dilalhirkaln”, Jurnall Fenomenal, vol. 21, no. 2, 2023, hlm. 190, 

https://unalrs.alc.id/ojs/index.php/fenomenal/alrticle/view/3778 dialkses paldal talnggall 11 September 

2024 pukul 08.45.  
41 Iral Zalhryal, dkk., “Implementalsi Progralm Penerbitaln ALktal Kelalhiraln Berbalsis Online Paldal 

Dinals Kependudukaln Caltaltaln SIpil Kalbupalten Talnal Toraljal”, Jurnall Unismuh, vol. 4, no. 2, 2023, 

hlm. 304, https://journall.unismuh.alc.id/index.php/kimalp/alrticle/downloald/11336/6203, dialkses 

paldal talnggall 11 September 2024 pukul 11.29.  

https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/3778
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/11336/6203
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2. Akta kellahiran telrlambat atau istimelwa, yaitu akta kellahiran yang 

dibuat karelna telrlambat mellaporkanpelristiwa kellahiran yang tellah 

mellelwati batas waktu yang di telntukan yaitu 60 hari kelrja bagi WNI 

dan 10 hari kelrja bagi WNA. 

3. Akta kellahiran dispelnsasi, yaitu akta kellahiran yang dibuat untuk 

melmbelri kelmudahan bagi melrelka yang lahir sampai tanggal 31 

Delselmbelr 1985 dan telrlambat dalam pelndaftaran kellahirannya. 

Akta kellahiran melrupakan dokumeln kelpelndudukan yang sangat 

pelnting untuk dimiliki karelna akta kellahiran selndiri belrtujuan untuk 

melncatat jumlah kellahiran di suatu daelrah selrta melngeltahui bahwa adanya 

kellahiran selhingga melmudahkan selselorang dalam melngurus selgala 

urusannya. 

C. Konsep Umum Siya>sah Ida>riyah 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah 

Fiqh Siya>sah melrupakan kalimat majelmuk dari yang telrdiri dari 

kata fiqh dan al-siya>si. Selcara eltimologis, fiqh melrupakan masdhar dari 

tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang artinya faham. Fiqh melrupakan 

pelmahaman yang melndalam dan akurat selhingga selselorang dapat 

melmahami maksud dari ucapan dan tindakan telrtelntu. Melnurut ulama 

ushul, selcara istilah fiqh didelfinisikan selbagai ilmu yang melnelrangkan 

hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya selcara 

telrpelrinci. Seldangkan siya>sah selndiri belrasal dari kata “sasa” yang artinya 
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melngatur, melmelrintah, dan melngurus. Siya>sah dapat diartikan selbagai 

selbuah kelbijakan.42 

Fiqh Siya>sah dikelnal selbagai Siya>sah Syar’iyyah yaitu imu yang 

melmpellajari telrkait pelngaturan urusan umat dan nelgara yang belrhubungan 

delngan selgala belntuk hukum, pelraturan, dan kelbijaksanaan yang dibuat 

olelh melrelka yang melmelgang kelkuasaan delmi melncapai kelmaslahatan 

umat. Fiqh Siya>sah juga dapat diartikan selbagai ilmu yang melmpellajari 

telrkait hukum pelmelrintahan selrta konselp dalam melnjalankannya yang 

selsuai delngan syariat Islam supaya melncapai kelmaslahatan bagi 

rakyatnya.43  

Fiqh Siya>sah melmiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas, 

selhingga seliring delngan belrjalannya waktu fiqh siya>sah melngalami 

pelrkelmbangan yang kelmudian dikelnal delngan pelmbidangan fiqh siya>sah. 

Dalam pelmbidangan fiqh siya>sah selringkali melngalami pelrbeldaan 

pelndapat dalam pelmbidangannya. Melnurut Hasbi Ash Shiddielqy, objelk 

kajian fiqh siya>sah telrbagi melnjadi dellapan bidang diantaranya yaitu:44 

a. Siya>sah Dustu>riyyah Syar’iyyah atau politik pelrundang-undangan; 

b. Siya>sah Tasyri’iyyah Syar’iyyah atau politik hukum; 

c. Siya>sah Qadha’iyyah Syar’iyyah atau politik pelradilan; 

d. Siya>sah Maliyah Syar’iyyah atau politik elkonomi; 

 
42 Syaliful ALmri, “Fiqh Siyalsalh”, Thesis (Medaln: Falkultals Salrialh daln Hukum UIN Sumalteral 

Utalral, 2023), hlm. 1. 
43 J. Suyuti Pulungaln, Fiqh Siyalsa lh: ALjalraln, Sejalralh, Daln Pemikira ln (Jalkalrtal: Raljal Gralfindo 

Persaldal, 1994), 26. 
44 AL. Djalzuli, Fiqh Siyalsalh (Jalkalrtal Timur: Prenaldal Medial, 2003), hlm. 47. 
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e. Siya>sah Ida>riyah Syar’iyyah atau politik administrasi nelgara; 

f. Siya>sah Kharijiyyah atau Siya>sah Dauliyyah Syar’iyyah atau politik 

hubungan intelrnasional; 

g. Siya>sah Tanfiziyyah Syar’iyyah atau politik pellaksanaan pelrundang-

undangan; 

h. Siya>sah Harbiyah Syar’iyyah atau politik pelpelrangan. 

Kelmudian melnurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang 

belrjudul al-Ah}ka>m al-Sultha>niyyah belliau melmbagi lingkup kajian fiqh 

fiya>sah melnjadi lima bidang, yaitu:45 

1. Siya>sah Dustu>riyyah atau Pelraturan pelrundang-undangan; 

2. Siya>sah Maliyah atau ELkonomi dan Moneltelr; 

3. Siya>sah Qadha’iyyah atau Pelradilan; 

4. Siya>sah Harbiyah atau Hukum Pelrang; 

5. Siya>sah Ida>riyah atau Administrasi Nelgara. 

Belrdasarkan pelrbeldaan pelndapat dari belrbagai ulama diatas, 

pelmbagian fiqh siya>sah diseldelrhanakan melnjadi tiga bagian saja selsuai 

delngan delngan pola hubungan antar manusia, diantaranya yaitu:46 

a. Fiqh Siya>sah Dustu>riyyah (Politik Pelrundang-undangan) 

Bagian ini melliputi pelngkajian telntang pelneltapan hukum 

(tasyri>’iyyah) olelh lelmbaga lelgislatif, pelradilan (qadha>’iyyah) olelh 

 
45 Muhalmmald Iqball, Fiqh Siyalsa lh (Jalkalrtal: Kencalnal, 2014), hlm. 14. 
46 Muhalmmald Iqball, Fiqh Siyalsa lh, hlm. 15. 
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lelmbaga yudikatif, dan administrasi pelmelrintahan (ida>riyah) olelh 

lelmbaga elkselkutif. 

b. Fiqh Siya>sah Dauliyyah (Politik Luar Nelgelri) 

Bagian ini melncakup Hukum Pelrdata Intelrnasional (al-Siya>sah al-

duali al-kha>shsh) melnyangkut pelrmasalahan jual belli, pelrjanjian, 

pelrikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga nelgara muslim 

delngan warga nelgara lain. Kelmudian Hubungan Intelrnasional (al-

siya>sah al-duali al-‘amm) melngatur politik kelbijakan nelgara Islam 

dalam masa damai yang melnyangkut telntang kelbijaksanaan nelgara 

melngangkat duta dan konsul, hak-hak istimelwa melrelka, tugas, dan 

kelwajiban-kelwajibannya. dan pelrang dan politik kelbijakan nelgara 

Islam dalam masa pelrang (siya>sah h}arbiyyah) yang melngatur telntang 

pelrizinan, pe lngumuman, eltika, gelncatan, dan tawanan pelrang. 

c. Fiqh Siya>sah Maliyah (Politik Keluangan dan Moneltelr) 

Bagian ini melmbahas telrkait sumbelr keluangan nelgara, pelngelluaran 

dan bellanja nelgara, pelrdagangan intelrnasional, pajak, pelrbankan, dan 

kelpelntingan atau hak publik. 

2. Pengertian Siya>sah Ida>riyah 

Siya>sah Ida>riyah melrupakan bagian dari Siya>sah Dustu>riyyah 

Syar’iyyah. Siya>sah Ida>riyah melrupakan belntuk masdar dari ada>ra as-

say’a yudiruhu ida>riyah yang artinya melngatur dan melnjalankan selsuatu. 
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Belbelrapa pakar melndelfinisikan Siya>sah Ida>riyah selbagai al-Ahkam al-

Idariyah atau administrasi nelgara.47  

Pada zaman Rasulullah, sistelm administrasi kelnelgaraan di kellola 

langsung olelh Rasulullah selbagai ke lpala nelgara selkaligus kelpala 

pelmelrintahan dan se lkreltaris nelgara yang dipimpin olelh Zaid ibn Tsabit 

untuk melncatat seltiap pelristiwa keltatanelgaraan.48 Rasulullah 

melnciptakan nelgara Islam delngan tujuan melmbangun kelkuatan untuk 

mellindungi misi yang dielmban supaya teltap bisa belrdiri hingga akhir 

zaman. Olelh karelna itu administrasi nelgara pada saat itu didasarkan pada 

prinsip delngan harapan melnjadi landasan selrta sistelm dan garis kelbijakan 

dalam melnjalankan pelmelrintahan di kelmudian hari.49 

Siya>sah Ida>riyah melmiliki tujuan utama yaitu melngatur atau 

melnjalankan administrasi kelnelgaraan. Hal ini di telgaskan dalam al-Qur’an 

surat al-Maidah ayat 49, selbagai belrikut: 

ن اهُم بِِّاآْ أانزالا    حْكُمٱ واأانِّ   رْهُمْ ٱوالَا ت اتهبِّعْ أاهْواآْءاهُمْ وا   للَّهُ ٱ ب اي ْ  للَّهُ ٱأان ي افْتِّنُوكا عانۢ ب اعْضِّ ماآْ أانزالا    حْذا
ۖ  فاإِّن ت اوالهوْا۟ فا  يب اهُم بِّب اعْضِّ ذُنوُبِِِّّمْۗ  واإِّنه كاثِّيًْ   للَّهُ ٱأانَّهاا يرُِّيدُ    عْلامْ ٱإِّلايْكا قُونا   لنهاسِّ ٱم ِّنا    ا أان يُصِّ لافاٰسِّ  

 

Dan helndaklah kamu melmutuskan pelrkara diantara melrelka me lnurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu melngikuti hawa 

nafsu melrelka. Dan be lrhati-hatilah kamu telrhadap melrelka, supaya 

melrelka tidak melmalingkan kamu dari selbahagian apa yang tellah 

diturunkan Allah kelpadamu. Jika melrelka belrpaling (dari hukum 

yang tellah diturunkan Allah), maka keltahuilah bahwa selsungguhnya 

 
47 Lalelal ALryalni, “Implementalsi Good Governalnce Di Desal Rempoalh Persepektif Siyalsalh 

Idalriyalh”. Skripsi (Purokwerto: Falkultals Syalrialh UIN Prof. K.H. Salfuddin Zuhri, 2020), hlm. 31. 
48 Muhalmmald Iqball, Fiqh Siyalsa lh (Jalkalrtal: Kencalnal, 2014), hlm. 34. 
49 Tialral Ike Oktalviyalnti, “Tinjalualn Siyalsalh Idalriyalh Terhaldalp Pera ln Lembalgal Kealgalmalaln 

Gedung Meneng Dallalm Menalngalni Kubutuhaln Palngaln”, Skripsi. (Lalmpung: Falkultals Syalrialh UIN 

Ralden Intaln, 2023), hlm. 24. 
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Allah melnghelndaki akan melnimpakan musibah kelpada melrelka 

diselbabkan selbahagian dosa-dosa melrelka. Dan selsungguhnya 

kelbanyak manusia adalah orang-orang yang fasik.50 

 

Selpelrti yang tellah dicontohkan olelh Rasulullah selwaktu melmimpin 

masyarakat Madinah, Islam melmiliki pelmahaman yang luas telntang 

bagaimana melngellola nelgara dan pelmelrintahan yang baik. Institusi nelgara 

Islam pada masa kelpelmimpinan Rasulullah tidak telrlelpas dari konselp 

kolelktif yang ada dalam landasan syariat Islam dan landasan moral selpelrti 

konselp ukhuwah, tausiyah, selrta khalifah yang melnjadi landasan dalam 

pelmbangunan nelgara Islam. 

Melnurut Imam Al Ghazali, pelndirian nelgara itu belrtujuan untuk 

melnghasilkan kelbahagian yang hakiki, yaitu kelbahagiaan yang bisa di 

dapat keltika di akhirat. Melnurut belliau, agama melrupakan poros atau 

pondasi dalam melndirikan nelgara, dan pelnguasa adalah pelnjaga. Olelh 

karelna itu, apabila suatu nelgara tidak melmiliki pelnguasa selbagai 

pelnjaganya telntulah nelgara itu akan hancur.51 

3. Konsep Siya>sah Ida>riyah 

Pada saat ini Siya>sah Ida>riyah selbagai salah satu belntuk upaya yang 

dilakukan olelh pelmelrintah untuk melncapai pelmelrintahan yang baik yang 

di dalamnya melngatur telrkait kelwelnangan pelme lrintah selrta badan publik 

dalam pelmelrintahan. Selbagai nelgara Islam, dalam melngatur pelmelrintah 

 
50 Q.S. al-Maidah (5) : 49 

51 Kholili Halsib, “Konsep Siyalsalh Daln ALdalb Bernegalral Menurut Imalm ALl-Ghalzalli”, Jurnall 

Studi Keisla lmaln, vol. 8, no. 1, 2017, hlm. 14, 

https://ejournall.uals.alc.id/index.php/fallalsifal/alrticle/downloald,  dialkses paldal talnggall 12 September 

2024 pukul 08.02.  

https://ejournal.uas.ac.id/index.php/falasifa/article/download/t
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yang belrlandaskan Siya>sah Ida>riyah telntunya akan belrsumbelr dari ajaran 

Islam selpelrti al-Qur’an, hadis, ijma, dan qiyas.52 

Ilmu administrasi sudah ada seljak zaman Rasulullah. Administrasi 

selndiri melmiliki arti suatu prosels kelrja sama antara dua orang atau lelbih 

untuk melncapai tujuan yang di teltapkan dalam Islam. Melskipun pada masa 

pelmelrintahan Rasulullah sistelm administrasi bellum belrjalan delngan 

selmpurna. Dalam melnjalankan pelmelrintahannya Rasulullah melngacu 

pada ajaran yang belrsumbelr dari al-Qur’an dan juga ajaran dalam piagam 

madinah.53 Kelmudian seltellah wafatnya Rasulullah, sistelm pelmelrintahan 

dijalankan olelh sahabat nabi atau yang diselbut selbagai Khulafaur 

Rasyidin. Pada masa khulafaur rasyidin sistelm administrasinya pelrlahan 

melnyelsuaikan delngan konselp pelmelrintahan yang lelbih spelsifik yang 

dibangun selsuai delngan prinsip umum yang teltap belrpeldoman pada ajaran 

Islam delmi melwujudkan kelpelntingan umat. 

Siya>sah Ida>riyah melmiliki tujuan untuk melngatur seltiap prosels 

administrasi kelnelgaraan. Administrasi melmiliki pelrsamaan delngan diwan, 

diwan melmiliki alur kelrja yang sama de lngan administrasi yaitu 

melnjalankan prosels pelmelrintahan. Administrasi yang pelrtama kali 

telrsusun delngan baik yaitu pada masa pelmelrintahan Umar bin Khatab. 

 
52 Mohalmald Balgals Rio, dkk., “Tinja lualn Fiqh Siyalsalh Terhaldalp Lembalgal Yudikaltif Di 

Indonesial”, Jurnall Ka ljialn Malnaljemen Pendidikaln Islalm daln Studi Sosiall, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 

242, https://ejournall.ialinu-kebumen.alc.id/index.php/ckal/alrticle/view/371, dialkses paldal talnggall 23 

ALgustus 2024 pukul 09.52.  
53 Malrwaln Gultom, “ALdministralsi Dallalm Pemerintalhaln Islalm”, Jurna ll UINSU, vol. 5, no. 1, 

2021, hlm. 80, https://jurnall.uinsu.alc.id/index.php/alnsiru/alrticle/view/9796, dialkses paldal talnggall 21 

ALgustus 2024 pukul 14.06.  

https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9796
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Pada masa kelpelmimpinan Umar bin Khatab, belliau melnyusun 

administrasi nelgara yang selsuai delngan kelbutuhan masyarakat, belbelrapa 

bagian diantaranya yaitu diselbut delngan diwan atau delpartelmeln, yang 

melliputi:54 

1) Diwan al-Jundy atau badan pelrtahanan kelamanan. Delpartelmeln ini 

belrhubungan delngan sistelm relkruitmeln selrta pelnggajian telntara. 

2) Diwan al-Qudhat atau delpartelmeln kelhakiman yang belrhubungan 

delngan rincian tugas pelngawas nelgara, telmpat, dan wilayah 

kelwelnangannya selrta sistelm pelnggajian dan tujangan pada para 

pelgawai. 

3) Diwan al-Kharaj atau Bait al-Maal yaitu delpartelmeln yang 

belrhubungan delngan ke luangan nelgara, anggaran bellanja nelgara, selrta 

pelmasukan dan pelngelluaran nelgara. 

4) Diwan yang melngurus telrkait pelngangkatan dan pelmbelrhelntian 

pelgawai.55 

Keltelrlibatan dalam urusan rakyat melrupakan kelgiatan ri’ayatus 

syu’un yang selmata-mata melnjadi welwelnang selorang khalifah yang 

melmiliki hak untuk melngellola administrasi kelnelgaraan. Khalifah juga 

melmiliki hak untuk melmbuat dan melngubah pelraturan pe lrundang-

undangan dan sistelm administrasi, kelmudian melnyuruh rakyat untuk taat 

 
54 Tialral Putri Rizkial daln Muhalmmald Ricky Halrdiyalnsyalh, “Malsal Kepemimpinaln Khallifalh 

Umalr Bin Khalttalb” Jurna ll Ilmu-Ilmu Keisla lmaln, vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 90,. 

https://jurnall.medalnresourcecenter.org/index.php/HIJ/alrticle/downloald/811/1192, dialkses paldal 

talnggall 23 ALgustus 2024 pukul 13.38 
55 Tialral Ike Oktalviyalnti, “Tinjalualn Siyalsalh Idalriyalh Terhaldalp Pera ln Lembalgal Kealgalmalaln 

Gedung Meneng Dallalm Menalngalni Kubutuhaln Palngaln”, hlm. 25. 

https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ/article/download/811/1192
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pada pelraturan yang tellah dibuatnya selhingga pelraturan telrselbut belrsifat 

melngikat selmua orang untuk mellaksanakan aturan telrselbut. Maka wajib 

hukumnya untuk melntaati seltiap aturan yang tellah diteltapkan olelh 

khalifah. Hal selpelrti ini juga dijellaskan dalam Q.S. an-Nisa’ [4] ayat 59, 

yaitu: 

مِّنكُمْۖ  فاإِّن ت اناٰزاعْتُمْ فِِّ شاىْءٍ  لْامْرِّ ٱواأوُ۟لَِّ    لرهسُولا ٱ واأاطِّيعُوا۟    للَّها ٱءاامانُ وْٓا۟ أاطِّيعُوا۟    لهذِّينا ٱيَآْٰاي رهاا  
رِّ ٱ  لْي اوْمِّ ٱ وا   للَّهِّ ٱ إِّن كُنتُمْ تُ ؤْمِّنُونا بِّ   لرهسُولِّ ٱوا   للَّهِّ ٱف ارُدروهُ إِّلَا   تَاْوِّيلً   سانُ  ذاٰلِّكا خايْْ  واأاحْ    لْءااخِّ  

 

Hai orang-orang yang belriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kelmudian jika kamu belrlainan 

pelndapat telntang selsuatu, maka kelmbalikalah ia kelpada Allah (al-

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu be lnar-belnar belriman 

kelpada Allah dan hari kelmudian. Yang delmikian itu lelbih utama dan 

lelbih baik akibatnya.56 

 

Adapun salah satu sifat pelnting dari administrasi yang tellah di 

contohkan olelh Rasulullah di zamannya yaitu kelseldelrhanaan dan 

kelmudahan dalam melnangani seltiap masalah administratif. Hukum 

administrasi disini diartikan selbagaimana selorang pelnguasa yang 

melnjalankan tugasnya untuk melngatur hubungan yang timbul akibat 

adanya aturan hukum antara warga nelgara delngan pelmelrintahan. 

Administrasi itu sifatnya melmudahkan selgala urusan selselorang yang 

ingin melncapai kelmaslahatannya, selhingga untuk bisa melngukur kualitas 

pellayanan suatu administrasi maka dapat diambil dari kualitas kelpelntingan 

dari pellayanan itu selndiri. Untuk melndapatkan pellayanan administratif 

 
56 Q.S. an-Nisa (4) : 59 
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yang celpat dan se lmpurna, telrdapat tiga indikator untuk melncapai 

pellayanan yang celpat dan selmpurna diantaranya yaitu celpat dalam 

pellayanan, profelsional dalam pelnanganan, dan seldelrhana dalam 

pelraturan.57

 
57 Nurul Hikmal ALsis, “ALnallisis Siyalsa lh Idalriyalh Terhaldalp Pelalyalnaln ALdministralsi di Dinals 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten Pinralng”. Skripsi (Palrepalre: Falkultals Syalrialh daln 

Ilmu Hukum Islalm IALIN Palrepalre, 2022), hlm. 37. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Meltodel pelnellitian melrupakan cara untuk melndapatkan data delngan tujuan 

dan kelgunaan telrtelntu.58 Adapun meltodel pelnellitian yang digunakan adalah selbagai 

belrikut: 

A. Jenis Penelitian 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel  fielld relselarch (pelnellitian lapangan) 

yang belrsifat kualitatif (bukan belrbe lntuk angka). Pelnellitian lapangan (fielld 

relselarch) melrupakan pelnellitian yang dilakukan untuk melmpelrolelh data 

delngan cara melncari selrta melmahami informasi selcara langsung di lapangan.59 

Pelnellitian lapangan ini melrupakan pelnellitian yang melmelrlukan informan atau 

relspondeln yang melnjadi sumbelr dalam pelnellitian mellalui pelngumpulan data 

sepertir t obselrvasi, angkelt, wawancara, dan lain selbagainya.60 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelnellitian melrupakan objelk pelnellitian dimana kelgiatab pelnellitian 

dilakukan. Pelnelntuan lokasi pelnellitian dimaksudkan untuk melmpelrmudah atau 

melmpelrjellas lokasi yang melnjadi sasaran dalam pelnellitian ini. Untuk 

melndapatkan data primelr, pelnelliti akan mellakukan pelnellitian di Panti Asuhan 

Harapan Mulia yang telrleltak di Jalan Kartaja I No.20 Leldug Lor, Melrsi, 

 
58 Sugiyono, Metode Penelitialn Kua lntitalrif, Kuallitaltif, Daln R&D (Ba lndung: ALlfalbetal, 2016), 

hlm. 2. 
59 Zuchri ALbdussalmald, Metode Penelitia ln Kuallitaltif  (t.k.: CV Sya lkir Medial Press, 2021), 

hlm. 59. 
60 Ralhmaldi, Pengalntalr Metodologi Penelitialn (Balnjalrmalsin: ALntalsa lri Press, 2011), hlm. 15. 
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Kelcamatan Purwokelrto Timur, Kabupateln Banyumas dan Dinas 

Kelpelndudukan Catatan dan Sipil Kabupateln Banyumas yang telrleltak di Jalan 

Jelnd. Sudirman No. 320A Kauman Lama, Kelcamatan Purwokelrto Timur, 

Kabupateln Banyumas. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjelk Pelnellitian 

Pada Pelnellitian ini pelnelliti melngambil narasumbelr dari Panti 

Asuhan Harapan Mulia yaitu ELko Widianto, S.I.P, M.Si sellaku Keltua 

Panti, Sigit Seltiyoko sellaku Public Rellation, kelmudian pelnelliti melngambil 

narasumbelr dari Dinas Kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln 

Banyumas yaitu Abbas Wahyudi, S.STP bidang Sub Koordinator 

Kellahiran dan Kelmatian dan Administrator Databasel Kelpelndudukan. 

b. Objelk Pelnellitian 

Objelk pelnellitian melrupakan selsuatu yang belrkaitan dalam 

pelnellitian, objelk pelne llitian ini melnjadi sasaran dalam pelnellitian untuk 

melndapatkan jawaban maupun solusi dari pelrmasalahan.61 Belrdasarkan 

pelmahaman telrselbut, dapat disimpulkan bahwa objelk pelnellitian 

melrupakan telmpat pelnulis mellakukan pelnellitian delngan tujuan untuk 

melngumpulkan data dan informasi delngan tujuan telrtelntu. Objelk 

pelnellitian yang akan ditelliti olelh pelnulis adalah upaya Panti Asuhan 

Harapan Mulia dan Dinas Kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln 

Banyumas dalam me lmbelrikan hak dokumeln kelpelndudukan belrupa akta 

 
61 Sugiyono, Metode Penelitia ln, hlm. 13. 
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kellahiran kelpada anak anak telrlantar yang belrada di Panti Asuhan Harapan 

Mulia. 

D. Sumber Data 

a. Data Primelr 

Data primelr melrupakan data yang dipelrolelh langsung di lapangan 

mellalui informan atau relspondeln.62 Data primelr yang dipelrolelh dalam 

pelnellitian ini melrupakan hasil dari intelrvielw dan dokumelntasi di Panti 

Asuhan Harapan Mulia dan Dinas Kelpelndudukan dan Catatan Sipil 

Kabupateln Banyumas. 

b. Data selkundelr 

Data selkundelr melrupakan sumbelr yang dipelrolelh delngan tidak 

selcara langsung.63 Sumbelr data selkundelr dapat dipelrolelh mellalui 

dokumeln, foto, dan lain selbagainya. Pada pelnellitian ini sumbelr data 

selkundelr yang digunakan olelh pelnulis belrsumbelr dari studi pustaka selpelrti 

buku, jurnal hukum, pelraturan pelrundang-undangan, dan pelnellitian 

telrdahulu yang masih belrkaitan delngan judul pelnellitian pelnulis. 

E. Pendekatan Penelitian 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelndelkatan selcara yuridis-elmpiris. 

Pelndelkatan yuridis-elmpiris melrupakan pelnellitian yang dilakukan delngan 

mellakukan pelngamatan atau obselrvasi kel lokasi pelnellitian dalam praktelk 

hukum atau pellaksanaan hukum di masyarakat atau lelmbaga hukum.64 

 
62 Muhalimin, Metode Penelitialn, hlm. 124. 
63 ALhmald Faluzi, dkk., Metodologi Penelitia ln (Balnyumals: CV Penal Persaldal, 2022), hlm. 79. 
64 Muhalimin, Metode Penelitialn Hukum (Maltalralm: Maltalralm University Press, 2020), hlm. 

59. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Meltodel pelngumpulan data melrupakan hal yang belrkaitan dalam 

melngumpulkan data pada variabe ll yang ditelmukan, karelna mellalui prosels 

pelngumpulan data akan dipelrolelh informasi yang dipelrlukan untuk pelnellitian 

selsuai delngan yang diharapkan.65 

a. Obselrvasi 

Obselrvasi melrupakan prosels pelngumpulan data yang dilakukan 

delngan melngamati selcara langsung pelristiwa yang telrjadi di lokasi 

pelnellitian telrhadap objelk yang ditelliti tanpa adanya pelrantara.66 Pada 

pelnellitian ini, pelnulis mellakukan pelngamatan selcara langsung untuk 

mellihat pellakasanaan hak anak di Panti Asuhan Harapan Mulia dan 

Dinas Kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln Banyumas. 

b. Wawancara 

Wawancara melrupakan suatu prosels pelngumpulan data primelr 

yang belrsumbelr dari relspondeln atau informan yang belrada di lokasi 

pelnellitian. Wawancara dimaksudkan untuk mellakukan tanya jawab 

selcara langsung delngan narasumbelr.67 Wawancara dilakukan olelh 

pelnulis yaitu delngan melnggunakan meltodel wawancara telrstruktur, yang 

artinya wawancara dilakukan selcara telrstruktur delngan melnyiapkan 

 
65 Mukti Faljalr ND daln Yulialnto ALchmald, Duallisme Penelitin Hukum Norma ltif & Empiris 

(Yogyalkalrtal: Pustalkal Pelaljalr, 2013), hlm. 158. 
66 Yoki ALpriyalnti, dkk., “Kuallitals Pelalyalnaln Kesehaltaln Di Pusalt Kesehaltaln Malsyalralkalt 

Kembalng Seri Kecalmaltaln Tallalng Empalt Ka lbupalten Bengkulu Tengalh”, Jurnall Professionall FIS 

UNIVED, vol.6, no.1, 2019, hlm. 74, 

https://jurnall.unived.alc.id/index.php/prof/alrticle/downloald/839/708/, dialkses paldal talnggall 12 

ALgustus 2024 pukul 12.09.  
67 Muhalimin, Metode Penelitialn, hlm. 95. 

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/839/708/
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pelrtanyaan telrlelbih dahulu selhingga lelbih fokus pada masalah yang akan 

ditelliti. 

c. Dokumelntasi 

Dokumelntasi melrupakan cara pe lngumpulan data delngan cara 

mellihat dan melncatat seltiap pelristiwa yang tellah belrlalu dalam belntuk 

tulisan, baik belrupa dokumeln pribadi maupun dokumeln relsmi baik itu 

belrbelntuk tulisan maupun gambar atau foto.68 

G. Metode Analisis Data 

Seltellah melmpelrolelh informasi dan data yang dipelrlukan, pelnelliti 

melnganalisis data belrdsarkan pelrmasalahan selcara sistelmatis selsuai delngan 

sasaran pelrmasalahan, adapun meltodel analisa data yang digunakan analisis 

selcara induktif. Indukti melrupakan meltodel analisis yang belrasal dari fakta-

fakta yang belrsifat khusus untuk digelnelralisasi selhingga dihasilkan konselp 

pelngeltahuan yang belrsifat umum.  

Sellain itu, pelnelliti melnggunakan meltodel delskriptif kualitatif dalam 

melnjalankan pelnellitiannya. Delskriptif kualitatif melrupakan analisis data tidak 

belrbelntuk angka, mellainkan melmbelrikan gambaran umtum telntang subjelk dan 

objelk pelnellitian selrta hasil pelnellitian yang murni tanpa mellakukan pelrubahan 

telrhadap hasil pelnellitian delngan cara melnggunakan dan melrinci kalimat-

kalimat yang ada, selhingga dapat ditarik kelsimpulan selbagai jawaban dari 

pelrmasalahan yang ada delngan melnggunakan pelndelkatan.69

 
68 Sugiyono, Metode Penelitialn Kua lntitalrif, Kuallitaltif, Daln R&D (Ba lndung: ALlfalbetal, 2016), 

hlm. 240. 
69 Muhalimin, Metode Penelitialn, hlm. 127. 
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BAB IV 

PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH 

DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 24 TAHUN 2013 PESPEKTIF SIYA>SAH IDA>RIYAH 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Panti Asuhan Harapan Mulia 

Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokelrto telrlatak di Jalan Kartaja 1 

No. 20 RT 03 RW 05 Kellurahan Melrsi, Kelcamatan Purwokelrto Timur. 

Panti Asuhan ini belrada di bawah naungan Yayasan Al-Kahfi yang 

didirikan olelh Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum., dan H.Faqih Jalaludin 

Malik di hadapan notaris Ahmad Priyo Suseltyo, S.H., Mkn. pada tanggal 

29 Januar 2017. Pada awalnya, tanah dan bangunan di panti ini melrupakan 

bangunan untuk selkolah PGRI, namun selkolahan telrselbut sudah tidak 

belropelrasi lagi selhingga pelmilik tanah telrselbut melwakafkan tanahnya 

kelpada Arif Awaludin untuk dijadikan selbagai Panti Asuhan delngan 

dibantu olelh Faqih Jalaludin melngumpulkan belbelrapa orang untuk 

melnjaga tanah telrselbut, hingga akhirnya di tanggal 29 Januari 2017, 

Yayasan Al Kahfi Purwokelrto mulai belropelrasi selbagai Panti Asuhan 

Harapan Mulia.  

Belrdirinya Panti Asuhan Harapan Mulia ini dikarelnakan banyaknya 

anak yang melngalami pelrmasalah sosial, selpelrti anak yatim, anak piatu, 

dhuafa, anak telrlantar, anak brokeln homel, anak putus selkolah, yang 
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melmelrlukan bantuan selrta dukungan supaya melrelka dapat melrasakan hak 

melrelka kelmbali di usianya untuk belrmain, selkolah dan hak lainnya. Saat 

ini Panti Asuhan Harapan Mulia melmiliki anak asuh yang belrjumlah 33 

anak asuh delngan usia maksimal anak yang belrada di panti belrusia 18 

tahun. Panti asuhan harapan mulia telrdapat 11 anak yatim dan piatu, dan 

22 anak dhuasa selrta anak brokeln homel yang ditelrlantarkan olelh keldua 

orang tuanya. Belrdirinya Panti Asuhan Harapan Mulia ini delngan visi dan 

misi selbagai belrikut: 

a. Visi 

Melnjadi lelmbaga yang mandiri, profelsional dan maju dalam 

melmbantu melningkatkan taraf hidup anak yatim-piatu-dhuafa. 

b. Misi 

1) Melningkatkan taraf hidup kelluarga anak delngan mellaksanakan 

fungsi sosial lelmbaga. 

2) Melningkatkan kelimanan, ibadah, moral dan budaya anak asuh 

dalam hidup belrmasyarakat. 

3) Melmbelntuk, melwujudkan potelnsi anak dalam bidangnya. 

Panti Asuhan Harapan Mulia ini melmiliki tujuan untuk 

melmfasilitasi anak-anak dalam melmpelrolelh hak-hak pelndidikan, 

kelselhatan, dan kelseljahtelraan. Belrdirinya panti asuhan melrupakan usaha 

dari Ibu Nur Azizati dan Bapak ELko Widianto sellaku pelngurus dan 



62 

 

 
 

pelngasuh panti asuhan hingga kelmudian panti asuhan ini sudah melmiliki 

struktur kelpelngurusan, selbagai belrikut:70 

Gambar 1. Struktur Kelpelngurusan Panti Asuhan Harapan Mulia 

Purwokelrto 

 

Sumbelr: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokelrto 

Pada awal belrdirinya panti asuhan ini, Ibu Nur dan Bapak ELko 

delngan selngaja melncari anak yatim untuk melrelka asuh, kelmudian seliring 

belrjalannya waktu dan panti asuhan mulai belrkelmbang banyak anak yang 

datang langsung kel panti tanpa pelrlu di cari telrlelbih dahulu. Akan teltapi 

tidak selmua anak bisa ditelrima langsung olelh panti asuhan ini, melrelka 

yang di pelrbolelhkan masuk kel panti yaitu anak yang usianya sudah 

melmasuki anak SD kellas 4. Panti Asuhan Harapan Mulia ini melmbelrikan 

fasitilas selrta pellayanan, diantaranya: 

 
70 Walwa lncalral dengaln Mals Sigit Setiyoko paldal talnggall 6 September 2024 di Palnti ALsuhaln 

Halralpaln Mulial Purwokerto. 
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a. Pellayanan asrama. 

b. Pellayanan makanan belrgizi. 

c. Pellayanan sandang. 

d. Pellayanan kelselhatan. 

e. Pellayanan pelndidikan formal di lelmbaga pelndidikan. 

f. Pellayanan pelndidikan non formal atau keltrampilan. 

g. Pellayanan pelndidikan agama, budi pelkelrti, dan moral. 

Pada awal belrdirinya Panti Asuhan Harapan Mulia ini hanya telrdapat 

2 anak yatim kelmudian seliring belrjalannya waktu banyaknya anak yang 

datang kel panti, selhingga dalam melnelrima anak yang datang, pihak panti 

mellakukan asselsmelnt atau tahapan dalam melnelntukan bantuan dan 

pelmulihan bagi pelnelrima manfaat. Adanya prosels asselsmelnt ini melrupakan 

cara untuk melngeltahui akar masalah pada selorang anak delngan cara 

melngumpulkan informasi dan data anak selrta melngelnali kondisi anak di 

lingkugan selkitarnya selhingga nantinya anak ini melnelrima bantuan yang 

selsuai delngan kelbutuhannya.71 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas 

Selcara gelografis, Kabupateln banyumas melrupakan salah satu 

Kabupateln di wilayah Provinsi Jawa Telngah yang telrleltak diantara: 108° 

39`17’’ - 10° 27`15” Bujur Timur dan 7° 15`05” - 7° 37`10” Lintang 

 
71 Walwa lncalral dengaln Sigit Setiyoko paldal talnggall 6 September 2024 di Palnti ALsuhaln 

Halralpaln Mulial Purwokerto. 
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Sellatan. Jarak belntang telrjauh dari Barat kel Timur 96 Km, dan dari Utara 

kel Sellatan 46 Km. Belrdasarkan kelmiringan wilayah Kabupateln Banyumas 

melmpunyai 4 (elmpat) katelgori yaitu : 0° - 2° melliputi arela selluas 43.876,9 

Ha atau 33,05% yaitu wilayah bagian Telngah dan Sellatan, 2° - 15° 

melliputi arela selluar 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu selkitar Gunung 

Slamelt, 15° - 40° melliputi arela selluas 3.141,3 Ha atau selluas 26,47% yaitu 

daelrah lelrelng Gunung Slamelt dan lelbih dari 40% melliputi arela selluas 

24,44% yaitu daelrah lelrelng Gunung Slamelt. 

Kabupateln Banyumas telrdiri dari 27 Kelcamatan yang be lrbatasan 

delngan Kabupateln Telgal dan Kabupateln Pelmalang di Selbellah Utara, 

belrbatasan delngan Kabupateln Purbalingga, Kabupateln Banjarnelgara dan 

Kabupateln Kelbumeln di Selbellah Timur, belrbatasan delngan Kabupateln 

Cilacap di Selbellah Sellatan, dan belrbatasan delngan Kabupateln Cilacap dan 

Kabupateln Brelbels di Selbellah Barat. 

Dinas kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln Banyumas 

melrupakan salah satu SKPD dijajaran Pelmelrintah kabupateln Banyumas. 

Dinas kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln Banyumas dibelntuk 

belrdasarkan Pelraturan Daelrah Kabupate ln Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 

delngan tugas dan fungi mellaksanakan, melmformulasikan kelbijakan 

kelpelndudukan dan pelncatatan sipil, selrta pelnyellelnggaraan pellayanan 

publik dibidang administrasi kelpelndudukan. Adapun visi dan misi Dinas 

Kelpelndudukan dan Catatan Sipil Kabupateln Banyumas selbagai belrikut: 
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a. Visi 

Telrwujudnya telrtib administrasi kelpelndudukan dan pelncatatan sipil 

mellalui pellayanan prima dalam rangkamelmbelrikan kelpastian dan 

pelrlindungan hukum kelpada masyarakat. 

b. Misi 

1) Melningkatkan telrtib Administrasi Kelpelndudukan dan Pelncatatan 

Sipil. 

2) Melningkatkan pellayanan prima kelpada masyarakat. 

3) Melningkatkan kelsadaran masyarakat arti pelnting kelpastian 

hukum dan pelrlindungan hukum. 

4) Melningkatkan kelsadaran masyarakat akan arti pelnting dokumeln 

kelpelndudukan dan dokumeln pelncatatan sipil. 

Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil dalam melnjalankan 

tugasnya melmiliki struktur organisasi yang telrdiri dari selbagai belrikut: 

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelpelndudukan dan 

Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumbelr: Dinas Kelpe lndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas 
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Melrujuk pada Pelraturan Daelrah Kabupateln Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 telntang Pelmbelntukan dan Susunan Pelrangkat Daelrah 

Kabupateln Banyumas dan Pelraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 telntang 

Keldudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi selrta Tata Kelrja Dinas 

Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas, Struktur 

Organisasi Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln 

Banyumas telrdiri dari: 

a. Kelpala Dinas 

Kelpala Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln 

Banyumas melmiliki tugas dan tangung jawab dalam melmimpin, 

koordinasi, pelngawasan, elvaluasi, dan pelnyellelnggaraan kelgiatan 

Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas. 

b. Selkreltaris 

Selkreltaris melmiliki tugas dan tanggung jawab dalam mellaksanakan 

pelrelncanaan, pellaporan, umum, kelpelgawaian dan keluangan, sellain itu 

bagian dari selkreltaris telrdiri dari: 

1) Sub Koordinator Pelrelncanaan; 

2) Kasubbag Keluangan; dan 

3) Kasubbag Umum dan Kelpelgawaian. 

c. Bidang Pellayanan Pelndaftaran Pelnduduk 

Bidang ini melmiliki tugas untuk mellaksanakan pellayanan pada 

bidang pelndaftaran pelnduduk, bidang ini telrdiri dari: 

1) Sub Koordinator Idelntitas Pelnduduk; 
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2) Sub Koordinator Pindah Datang dan Pe lndataan Pelnduduk dan 

Pranata Komputelr Muda. 

d. Bidang Pellayanan Pelncatatan Sipil 

Bidang ini melmiliki tugas dan tanggung jawab untuk mellaksanakan 

pellayanan pada bidang pelncatatan sipil, yang telrdiri dari belbelrapa 

bidang, yaitu: 

1) Sub Koordinator Kellahiran dan Kelmatian; 

2) Sub Koordinator Pelrkawinan Pelrcelraian, Pelrubahan Status Anak 

dan Pelwarganelgaraan. 

e. Bidang Pelngellolaan Informasi Administrasi Kelpelndudukan, 

Bidang ini melmeliliki tugas dan tanggung jawab mellaksanakan 

selbagian tugas dinas dalam bidang pelngellolaan informasi administrasi 

kelpelndudukan, yang telrdiri dari: 

1) Sub Koordinator Sistelm Informasi Administrasi Kelpelndudukan; 

2) Sub Koordinator Pelngolahan dan Pelnyajian Data Kelpelndudukan. 

f. Bidang Pelmanfaatan Data dan Inovasi Pellayanan 

Bidang ini melmiliki tugas dan tanggung jawab untuk mellaksanakan 

tugas dinas dalam bidang pelmanfaatan data, kelrjasama dan inovasi 

pellayananan, yang telrdiri dari: 

1) Sub Koordinator Kelrjasama dan Inovasi Pellayanan; 

2) Sub Koordinator Pelmanfaatan Data dan Dokumeln 

Kelpelndudukan. 
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Dasar hukum yang digunakan dalam melmbelrikan pellayanan 

Administrasi kelpelndukan dan Pelncatatan Sipil yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi 

Kelpelndudukan selbagaimana tellah diubah delngan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang Pellayanan Publik 

c. Pelraturan Pelmelrintah Nomor 40 Tahun 2019 telntang Pellaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi 

Kelpelndudukan selbagaimana tellah diubah delngan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan 

d. Pelraturan Prelsideln Nomor 96 Tahun 2018 telntang Pelrsyaratan dan 

Tata Cara Pelndaftaran Pelnduduk dan Pelncatatan Sipil 

e. Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 53 Tahun 2019 telntang 

Pellaporan Pelnyellelnggaraan Administrasi Kelpelndudukan 

f. Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 104 Tahun 2019 telntang 

Pelndokumelntasian Administrasi Kelpelndudukan 

g. Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 108 Tahun 2019 telntang 

Pelraturan Pellaksanaan Pelraturan Prelsideln Nomor 96 Tahun 2018 

telntang Pelrsyaratan dan Tata Cara Pelndaftaran Pelnduduk dan 

Pelncatatan Sipil 

h. Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 109 Tahun 2019 telntang 

Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi 

kelpelndudukan. 
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i. Surat ELdaran Direlktur Jelndelral Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

Nomor 470/13287/Dukcapil telntang Jelnis Layanan, Pelrsyaratan dan 

Pelnjellasan Pelndaftaran Pelnduduk dan Pelncatatan Sipil. 

j. Pelraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 telntang Kelpelndudukan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kelrja Dinas Kelpelndudukan dan 

Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas. 

B. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Dalam Memperoleh Dokumen 

Kependudukan di Panti Asuhan Harapan Mulia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 

Hak melrupakan suatu hal yang mutlak dimiliki olelh seltiap orang seljak 

lahir dan pelnggunaannya telrgantung pada pribadi masing-masing. Hak anak 

telrlantar melrupakan hak yang wajib di telrima olelh anak-anak yang telrlantar, 

salah satunya yaitu hak sipil pada anak telrlantar. Melnurut Thel Intelrnational 

Convelntion On thel Rights Of Thel Child tahun 1989 melndelfinisikan hak sipil 

selbagai hak untuk melndapatkan idelntitas pada selselorang supaya 

kelbelradaannya diakui olelh suatu nelgara.72 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi Kelpelndudukan 

melwajibkan bagi seltiap warga nelgara Indonelsia untuk melmiliki dokumeln 

kelpelndudukan, artinya seltiap pelnduduk tanpa telrke lcuali belrhak untuk 

 
72 ALrenalwalti daln Listyalningsih, “Tinjalualn Klalster Halk Sipil Daln Kebebalsaln ALnalk Dallalm 

Mewujudkaln Kotal Lalyalk ALnalk Di Kotal Seralng”, Jurnall Untirta l, vol. 1, no. 1, 2017, hlm. 21, 

https://jurnall.untirtal.alc.id/index.php/JIPALGS/alrticle/downloald/1189/1022, dialkses paldal talnggall 12 

September 2024 pukul 13.37.  

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/download/1189/1022
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melndapatkan dokumeln kelpelndudukan, telrmasuk anak-anak telrlantar yang 

belrada di Panti Asuhan Harapan Mulia.  

Panti asuhan harapan mulia ini melrupakan Lelmbaga Kelseljahtelraan 

Sosial Anak (LKSA) selbagai altelrnatif bagi anak-anak yang ditelrlantarkan olelh 

orang tuanya. Salah satu standar nasional pelngasuhan anak mellalui LKSA 

yaitu telrpelnuhinya hak kelbutuhan dasar pada anak, pelrlindungan dan 

pelngasuhan anak. Panti asuhan selbagai Lelmbaga Kelseljahtelraan Sosial Anak 

(LKSA) harus belrpelran selbagai orang tua pelngganti bagi anak selrta 

belrtanggung jawab untuk melmelnuhi kelbutuhan dan hak dasar pada anak. Panti 

asuhan juga harus melmastikan seltiap anak yang diasuh harus melmpunyai 

idelntitas yang jellas, baik belrupa akta kellahiran, Kartu Idelntitas Anak (KIA), 

maupun KTP.73 

Panti asuhan harapan mulia melmiliki anak asuh yang belrjumlah 33 anak 

asuh. Belrdasarkan hasil pelnellitian, anak asuh yang belrada di panti asuhan 

belrusia mulai dari 1 bulan sampai anak belrusia 18 tahun. Kelmudian anak 

telrlantar yang belrada di panti asuhan harapan mulia belrjumlah 22 anak dan 

diantara jumlah anak telrlantar yang belrada di panti asuhan telrdapat 3 anak yang 

bellum melndapatkan hak nya dalam melndapatkan akta kellahiran. Adapun data 

anak telrlantar di panti asuhan harapan mulia yang bellum melmiliki akta 

kellahiran yaitu: 

 
73 Nurhimmi Fallalhiyalti daln ALkiruddin ALhmald, “Pemenuhaln Halk ALnalk Yalng Tidalk 

Diketalhui ALsall Usulnyal Dallalm Memperoleh ALktal Kelalhiraln DI Lembalgal Kesejalhteralaln Sosiall 

ALnalk (Studi Paldal SOS Childern’s Villalge Medaln)”, Jurna ll Penelitia ln Pendidikaln Sosiall 

Huma lnioral, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 69, https://jurnall-

lp2m.umnalw.alc.id/index.php/JP2SH/alrticle/view/697, dialkses paldal talnggall 13 September pukul 

02.41.  

https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/697
https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/697
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Tabel 3. 

Pelrmasalahan Hak Sipil Anak Telrlantar Panti Asuhan Harapan Mulia 

Purwokelrto Tahun 2023-2024 

No Nama Usia Pelrmasalahan Hak Anak 

1. Ibal Seltiawan 9 Tahun Tidak Melmiliki Akta Kellahiran 

2. Muhammad Nizam 8 Tahun Tidak Melmiliki Akta Kellahiran 

3. Farah Jauza Arifiyanti 7 Tahun Tidak Melmiliki Akta Kellahiran 

Sumbelr: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokelrto 

Belrdasarkan data yang tellah disajikan di atas, hasil wawancara delngan 

ELko Widianto sellaku Keltua Panti Asuhan Harapan Mulia, ada belbe lrapa faktor 

yang melnjadi pelnyelbab anak telrselbut bellum melmiliki akta kellahiran:74 

1. Kurangnya kelsadaran orang tua 

Kurangnya kelsadaran orang tua akan pelntingnya akta kellahiran 

dikarelnakan kurang pe lngeltahuan melngelnai pelntingnya akta kellahiran, 

telrutama bagi masyarakat yang tinggal di daelrah telrpelncil. Melrelka 

melnganggap akta kellahiran hanya selbagai bagian dari kelgiatan telknis 

administratif saja. 

2. Kellahiran diluar pelrnikahan 

Anak yang telrlahir diluar pelrnikahan selringkali dianggap selbagai aib 

kelluarga, selhingga ibu dari anak telrselbut tidak melrawatnya atau bahkan 

melmbuang anaknya. Sellain itu, anak yang telrlahir di luar pelrnikah relsmi 

 
74 Walwa lncalral dengaln Eko Widialnto paldal talnggall 7 September 2024 di Palnti ALsuhaln 

Halralpaln Mulial Purwokerto. 
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juga melnyelbabkan belrkas dalam pelmbuatan akta kellahiran melnjadi tidak 

lelngkap. 

3. Anak tellantar atau ditinggalkan orang tua 

Anak yang telrlantar selringkali melrupakan akibat dari orang tua yang 

telrlalu sibuk delngan pelkelrjaan, selhingga melnitipkan anak melrelka kelpada 

kakelk dan nelne lk yang sudah lanjut usia hingga akhirnya tidak mampu 

melmbelrikan pelrawatan yang optimal kelpada anak. 

 Anak telrlantar selndiri melmiliki belrbagai macam pelngelrtian, pelngelrtian 

anak telrlantar bukan hanya melliputi anak tanpa usul yang tidak di keltahui 

orang tua ataupun ke lluarganya, akan tetapi anak yang tidak terpenuhi 

kebutuhan dasar dan tidak terpenuhinya hak-hak termasuk hak sipil berupa 

dokumen kependudukan pada anak karena kelalaian orang tua atau wali dapat 

dikatakan sebagai anak yang terlantar.75 

Adanya panti asuhan ini belrtujuan untuk melmbantu anak-anak yang 

telrlantar dalam melmelnuhi kelbutuhan melrelka, selhingga melrelka bisa 

melndapatkan haknya, telrutama pada hak sipil anak yang bellum melmiliki 

dokumeln kelpelndudukan. Hak sipil pada anak telrlantar salah satunya yaitu 

delngan melmpelrolelh idelntitas dan status kelwarganelgaraan seljak anak 

dilahirkan yang kelmudian dituangkan dalam akta kellahiran. Hak sipil belrupa 

idelntitas anak melrupakan hak dasar yang sangat mellelkat pada seltiap anak 

selhingga nelgara wajib melmbelrikan selbagai belntuk pelngakuan bahwa 

 
75 Walwa lncalral dengaln Sigit Setiyoko paldal talnggall 6 September 2024 di Palnti ALsuhaln 

Halralpaln Mulial Purwokerto. 
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selselorang dapat delngan mudah untuk melngelnalinya dan status 

kelwarganelgaraan yang melnjadi alat bukti hukum yang sah bahwa selselorang 

melrupakan warga nelgara dari suatu nelgara yang telrkait.76 

Pada prosels pelmelnuhan hak pada anak telrlantar yang belrada di panti 

asuhan harus mellalui prosels asselsmelnt yang dilakukan olelh pelngurus panti 

telrlelbih dahulu. Prosels asselsmelnt ini belrtujuan untuk melngeltahui informasi 

dan idelntitas anak selhingga dapat melmbelrikan bantuan telpat kelpada melrelka 

yang belnar-belnar dalam kondisi telrlantar atau melmbutuhkan bantuan.  

Anak-anak yang akan masuk kel panti asuhan harapan mulia ini harus 

melmelnuhi pelrsyaratan administrasi telrlelbih dahulu, syarat administrasi yang 

harus dipelnuhi keltika masuk panti asuhan yaitu belrupa akta kellahiran, fotocopy 

KK, SKTM, KTP orang tua, surat kelmatian bagi orang tua yang melninggal 

dunia. Dari belbelrapa pelrsyaratan administrasi yang harus dipelnuhi, masih ada 

belbelrapa anak di panti asuhan yang telrnyata bellum melmiliki akta kellahiran.77 

Anak telrlantar di Panti Asuhan yang bellum melmiliki akta kellahiran 

diselbabkan olelh kellalaian orang tua dalam mellaksanakan tanggung jawabnya 

untuk melngurus dokumeln kelpelndudukan selrta dipelrparah olelh keladaan orang 

tua yang tidak melmiliki akta nikah karelna anak telrselbut telrlahir diluar 

pelrkawinan yang sah. Pelncatatan kellahiran harus melmelnuhi pelrsyaratan yang  

 
76 Halri Halrjalnto Setialwaln, “ALktal Kelalhiraln Sebalgali Halk Identitals Diri Kewalrgalnegalralaln 

ALnalk”, Jurna ll Sosiall Informa lsi Daln Keseja lhteralaln Sosia ll, vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 27, 

https://www.resealrchgalte.net/publicaltion/343388644_ALKTE_KELALHIRALN_SEBALGALI_HALK_I

DENTITALS_DIRI_KEWALRGALNEGALRALALN_ALNALK, dialkses paldal talnggall 12 September 2024 

pukul 14.25.  
77 Walwa lncalral dengaln Eko Widialnto paldal talnggall 7 September 2024 di Palnti ALsuhaln 

Halralpaln Mulial Purwokerto. 

https://www.researchgate.net/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS_DIRI_KEWARGANEGARAAN_ANAK
https://www.researchgate.net/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS_DIRI_KEWARGANEGARAAN_ANAK
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diatur dalam Pasal 3 Pelraturan Melnte lri Dalam Nelgelri Nomor 9 Tahun 2016 

telntang Pelrcelpatan Cakupan Kelpelmilikan Akta Kellahiran, yaitu: 

1. Surat keltelrangan lahir dari doktelr/bidan/pelnolong kellahiran; 

2. Akta nikah/kutipan akta pelrkawinan; 

3. KK dimana pelnduduk akan didaftarkan selbagai anggota kelluarga; 

4. KTP-ell orang tua/wali/paspor; atau 

5. Paspor bagi WNI bukan pelnduduk dan orang asing. 

 

Kelmudian dalam pelmbuatan akta kellahiran anak yang tidak melnyelrtakan 

dokumeln akta nikah orang tua, harus melmelnuhi pelrsyaratan selbagai belrikut:78 

1. Surat keltelrangan lahir dari doktelr/bidan/pelnolong kellahiran; 

2. KK; 

3. KTP orang tua de lngan status bellum kawin (apabila orang tua bellum 

melnikah); 

4. Surat keltelrangan kelhilangan akta nikah yang dikelluarkan olelh KUA 

(apabila orang tua tellah melnikah). 

Pellaporan pelristiwa kellahiran dilaksanakan olelh instasi yang belrwelnang 

selsuai delngan domisili pelnduduk karelna pelncatatan akta kellahiran didasarkan 

pada telmpat tinggal pelnduduk bukan telmpat dimana anak telrselbut dilahirkan, 

hal ini belrtujuan untuk melmudahkan pelnduduk keltika melndaftarkan akta 

kellahiran anak. Akta kellahiran yang tidak diselrtai delngan kutipan akta nikah 

orang tua teltap dapat dilaksanakan delngan melngikuti proseldur yang belrlaku 

dalam melnelrbitkan akta kellahiran. Selbagaimana dijellaskan dalam Pasal 27 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan Anak 

 
78 Walwa lncalral dengaln ALbbals Walhyudi, S.STP. paldal talnggall 9 September 2024 di Dinals 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten Balnyumals. 
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bahwasanya idelntitas diri seltiap anak harus dibelrikan seljak anak telrselbut lahir 

dan dituangkan keldalam belntuk akta kellahiran. Pasal 2 point (d) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah melnjadi Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan juga melnjellaskan adanya 

kelpastian hukum atas dokumeln kelpelndudukan, artinya anak yang telrlahir 

diluar pelrkawinan yang sah juga belrhak melndapatkan kelpastian hukum atas 

kelpelmilikan dokumeln kelpelndudukan.79 

Belrbicara melnge lnai anak yang lahir diluar pelrkawinan, sama hal nya 

delngan anak pada umumnya melrelka teltap belrhak melndapatkan akta kellahiran. 

Akan teltapi, anak yang telrlahir diluar pelrkawinan yang sah telrdapat pelrbe ldaan, 

yaitu dalam akta kellahiran anak telrselbut hanya melncantumkan nama ibunya 

atau biasa diselbut selbagai anak selorang ibu. Akta Kellahiran melmiliki belbelrapa 

jelnis, diantaranya yaitu:80 

a. Akta kellahiran umum, yaitu akta kellahiran yang dibuat belrdasarkan 

laporan ke llahiran yang disampaikan dalam jangka waktu sellambatnya 60 

hari kelrja bagi WNI dan 10 hari kelrja bagi WNA seljak tanggal kellahiran. 

b. Akta kellahiran telrlambat atau istimelwa, yaitu akta kellahiran yang dibuat 

karelna telrlambat mellaporkanpelristiwa kellahiran yang tellah mellelwati batas 

waktu yang di telntukan yaitu 60 hari kelrja bagi WNI dan 10 hari kelrja bagi 

WNA. 

 
79 Olivia l daln Jhony, “Pelalksalnalaln Perolehaln ALktal”, hlm. 54. 
80 Zalhryal, dkk., “Implementalsi Progralm Penerbitaln”, hlm. 304. 



76 

 

 
 

c. Akta kellahiran dispelnsasi, yaitu akta kellahiran yang dibuat untuk melmbelri 

kelmudahan bagi melrelka yang lahir sampai tanggal 31 Delselmbelr 1985 dan 

telrlambat dalam pelndaftaran kellahirannya. 

Belrdasarkan jelnis-jelnis akta kellahiran, maka anak telrlantar yang belrada 

di panti asuhan harapan mulia telrmasuk keldalam katelgori akta kellahiran 

istimelwa karelna anak telrselbut sudah mellelwati batas waktu 60 hari kelrja seljak 

anak telrselbut lahir. Pelndaftaran akta kellahiran yang tellah me llelwati batas waktu 

60 hari harus mellalui kelteltapan pelngadilan nelgelri selpe lrti yang telrcantum 

dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan, yaitu pelncatatan kellahiran yang mellampaui batas 

waktu 1 (satu) tahun selbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

belrdasarkan pelneltapan pelngadilan nelgelri. Kelmudian Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 dirubah melnjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

selhingga keltelntuan pada ayat 1 dan ayat 3 dalam Pasal 32 dirubah dan ayat 2 

dihapuskan selhingga Pasal 32 belrbunyi selbagai belrikut: 

(1) Pellaporan kellahiran selbagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang 

mellampaui batas waktu 60 (elnam puluh) hari seljak tanggal kellahiran, 

pelncatatan dan pelnelrbitan Akta Kellahiran dilaksanakan seltellah 

melndapatkan kelputusan Kelpala Instansi Pellaksana Seltelmpat. 

(2) Dihapus. 

(3) Keltelntuan lelbih lanjut melngelnai pelrsyaratan dan tata cara pelncatatan 

kellahiran selbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pelraturan 

Prelsideln. 

 

Melskipun keltelntuan dalam pelmbuatan akta kellahiran yang tellah 

mellawati batas waktu 60 (elnam puluh) hari harus mellalui pelngadilan nelgelri 

sudah dihapuskan, akan teltapi pelndaftaran dan pelnelrbitan akta kellahiran teltap 

harus dilakukan seltellah melndapat pelrtimbangan dari Kelpala Dinas 
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Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil seltelmpat. Prosels pelne lrbitan akta kellahiran 

harus melgikuti proseldur yang tellah ditelntukan, yaitu:81  

1. Pelmohon melnyiapkan belrkas pe lrsyaratan pe llaporan kellahiran, yang 

melliputi surat keltelrangan kellahiran, kartu ke lluarga, dan KTP-ell delngan 

status ibu bellum kawin selbagai pelngganti akta nikah orang tua. 

2. Pelmohon melnyelrahkan dokumeln pelrsyaratan kel pelugas delsa/kellurahan. 

3. Peltugas delsa mellakukan input pelngajuan di gratis kabelh delsa/kellurahan 

dan melngirimkan pelngajuan. 

4. Opelrator SIAK (Sistelm Informasi Administrasi Kelpelndudukan) akan 

melmvelrifikasi data pelngajuan mellalui gratis kabelh/kellurahan. 

5. Opelrator SIAK Dindukcapil melnginput data dan mellakukan pe lngajuan 

dokumeln di SIAK telrpusat. 

6. Velrifikasi melmvelrifikasi pelngajuan dokumeln dan melngajukan TTEL 

(Tanda Tangan ELlelktronik) di SIAK telrpusat. 

7. Kelpala Dinas Dukcapil melnandatangani akta kellahiran 

8. Seltellah akta kellahiran di tanda tangani olelh kelpala dinas, elmail notifikasi 

ditelrima. Peltugas delsa melnceltak dan melnyelrahkan akta kellahiran kelpada 

pelmohon. 

Pelmelrintah tellah melngatur telrkait syarat selrta proseldur dalam melngurus 

akta kellahiran supaya melmudahkan pelnduduknya dalam melndapatkan 

dokumeln kelpe lndudukan.82 Faktanya dalam melngurus pe lnelrbitan akta 

 
81 Walwa lncalral dengaln ALbbals Walhyudi, S.STP paldal talnggall 9 September2024 di Dinals 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten Balnyumals. 
82 Halsnalh ALziz, “Perlindungaln Hukum Balgi ALnalk Dallalm Memperoleh ALktal Kelalhiraln 

Berdalsalrkaln Prinsip-Prinsip ALnalk”, Lex Jurnallical, vol. 15, no. 1, 2018, hlm. 60, 
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kellahiran, panti asuhan masih selringkali melnghadapi hambatan yang 

melnghalangi panti asuhan dalam melmbelrikan pelmelnuhan hak anak telrlantar 

telrhadap dokumeln kelpelndudukan, hambatan yang selringkali dialami olelh 

pihak panti yaitu:83 

1. Keltiadaan atau keltidaklelngkapan dokumeln kelpelndudukan yang dimiliki 

anak, selpelrti KTP orang tua, surat keltelrangan lahir selringkali melnjadi 

kelndala saat prosels pelmbuatan akta kellahiran anak karelna belrkas yang 

tidak lelngkap. 

2. Keltelrbatasan SDM di panti asuhan. Minimnya Sumbelr Daya Manusia 

(SDM) yang melngeltahui telrkait pelmelnuhan hak anak selrta proseldur dalam 

pelmelnuhan hak dokumeln kelpelndudukan pada anak yang belrada di panti 

asuhan melnjadi salah satu kelndala dalam melngurus dokumeln 

kelpelndudukan anak asuh yang belrada di panti. 

3. Keltidaktahuan informasi atau kurangnya pelmahaman dan pelngeltahuan 

melngelnai proseldur dalam melnelrbitkan akta kellahiran. Keltelrbatasan 

informasi selrta  kurangnya aksels informasi yang telpat selringkali melnjadi 

pelnyelbab pihak panti kelsulitan melmahami telrkait proseldur relsmi 

pelmbuatan akta kellahiran. 

Belrdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi olelh Panti Asuhan 

Harapan Mulia Purwokelrto dalam melmbelrikan pelmelnuhan hak sipil pada anak 

dalam melmpelrolelh dokumeln kelpelndudukan, maka upaya yang dilakukan olelh 

 
https://ejurnall.esalunggul.alc.id/index.php/Lex/alrticle/view/3696, dialkses paldal talnggall 13 September 

2024 pukul 03.47.  
83 Walwa lncalral dengaln Sigit Setiyoko paldal talnggall 6 September 2024 di Palnti ALsuhaln 

Halralpaln Mulial Purwokerto. 

https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3696
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panti asuhan harapan mulia dalam memberikan pemenuhan hak sipil anak yaitu 

delngan cara belkelrja sama delngan Tim TKSK (Tenaga Kesejateraan Sosial 

Kecamatan) dari pihak Dinas Sosial Kabupateln Banyumas yang berada 

disetiap kecamatan. 

Upaya pemenuhan hak sipil pada anak terlantar berupa akta kelahiran 

yang dilakukan oleh Panti Asuhan Harapan Mulia hanya sebatas 

mempersiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus 

pembuatan akta kelahiran seperti KK, Surat Lahir, dan KTP orang tua.84 

Kemudian, setelah pihak panti asuhan telah menyiapkan berkas persyaratan 

yang dibutuhkan, pihak panti asuhan akan menyerahkan berkas tersebut kepada 

Tim TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang merupakan Tim 

dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang berada di setiap kecamatan. 

Setelah berkas persyaratan diserahkan kepada Tim TKSK, anggota Tim TKSK 

beserta petugas desa dari tempat tinggal asli anak akan mengurus pembuatan 

akta kelahiran dan mendaftarkannya baik secara offline maupun online melalui 

website gratis kabeh desa/kelurahan yang hanya dapat diakses oleh petugas 

desa. Apabila petugas desa mengajukan pendaftaran pembuatan akta kelahiran 

melalui website gratis kabeh desa/kelurahan, pembuatan akta kelahiran akan 

diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas 

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja. Setelah akta kelahiran 

mendapatkan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dari Kepala Dinas 

 
84 Wawancara dengan Eko Widianto pada tanggal 7 September 2024 di Panti Asuhan 

Harapan Mulia Purwokerto. 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akta kelahiran akan diserahkan ke 

petugas desa melaluai email yang telah didaftarkan. Setelah itu, petugas desa 

berkewajiban untuk mencetak akta kelahiran dan menyerahkan kepada Tim 

TKSK yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Panti Asuhan Harapan 

Mulia.85 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemenuhan hak sipil berupa 

dokumen kependudukan pada anak terlantar yang berada di Panti Asuhan 

Harapan Mulia belum berjalan secara maksimal, terbukti dengan adanya 

hambatan berupa minimnya informasi dan pengetahuan dari pihak pengurus 

panti asuhan mengakibatkan pihak pengurus panti asuhan harapan mulia 

seringkali menunda-nunda dalam membuatkan akta kelahiran pada anak 

asuhnya, padahal hal ini akan sangat berdampak pada anak yang bersangkutan 

karena anak tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara, 

sulit untuk mengakses pelayanan publik seperti pendidikan formal dan 

pelayanan kesehatan, serta sulit mendapatkan bantuan sosial yang diberikan 

oleh pemerintah. 

C. Tinjauan Siya>sah Ida>riyah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Terlantar 

Panti Asuhan Harapan Mulia Dalam Memperoleh Dokumen 

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyumas 

 
85 Walwa lncalral dengaln ALbbals Walhyudi, S.STP. pa ldal talngga ll 9 September 2024 di Dina ls 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Ka lbupalten Balnyumals. 
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Siya>sah Ida>riyah melrupakan belntuk masdar dari ada>ra as-say’a yudiruhu 

ida>riyah yang artinya melngatur dan melnjalankan selsuatu. Kata ida>rah atau 

ida>riyah melrupakan bidang yang melngurusi telntang administrasi nelgara. 

Selcara umum, Siya>sah belrarti melngatur dan melmbuat kelputusan atau 

kelbijaksanaan. Tujuan dari Siya>sah adalah melngatur dan melmbuat 

kelbijaksanaan atas selsuatu yang belrsifat politik untuk melncapai tujuan nelgara, 

artinya dalam Islam pelmelnuhan telrhadap dokumeln kelpelndudukan selorang 

anak yang dibelrikan olelh nelgara me lrupakan suatu hal yang harus telrpelnuhi 

delmi melncapai kelmaslahatan.86 

Siya>sah Ida>riyah melrupakan bagian dari fiqh siya>sah yang melmbahas 

melngelnai kelbijakan administrasi dan tata kellola nelgara yang selharusnya di 

jalankan selsuai delngan prinsip-prinsip syariah dan juga keladilan. Belrbicara 

melngelnai fiqh siya>sah melrupakan ilmu yang melmpellajari hubungan antara 

rakyat delngan pelmimpinnya selbagai pelnguasa dalam ruang lingkup satu 

nelgara atau bahkan antarnelgara. Kajian fiqh siya>sah melngalami pelmbidangan 

yang telrbagi melnjadi tiga bagian yaitu: Siya>sah Dustu>riyyah (Pelrundang-

undangan), Siya>sah Dauliyyah atau Siya>sah Kharijiyyah (Politik Luar Nelgelri), 

Siya>sah Maliyah (Keluangan). Siya>sah Ida>riyah telrmasuk kel dalam bidang 

Siya>sah Dustu>riyyah karelna didalamnya melmbahas melngelnai pelneltapan 

hukum, pelradilan, dan administrasi pelmelrintahan.87 

 
86 Lalelal ALryalni, “Implementalsi Good Governalnce", hlm.31. 
87 Muhalmmald Iqball, Fiqh Siyalsa lh, hlm. 14. 
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Siya>sah Ida>riyah melrupakan belntuk pelnyelmpurnaan pada masa 

kelpelmimpinan khulafaur rasyidin seltellah Rasulullah SAW wafat, delngan 

harapan dapat melnjadi acuan pada gelnelrasi belrikutnya.88 Pada masa 

kelpelmimpinan khalafaur rasyidin, para khalifah melnganggap pada masa itu 

melrupakan pelnjabaran dari pelne lrapan tata pelmelrintah Islam atas dasar 

pelrtimbangan, bahwa yang melnjadi tujuan utama dari sistelm pelmelrintahan 

Islam adalah untuk melrelalisasikan kelpelntingan publik yang teltap belrpelgang 

telguh pada prinsip syariah. 

Pellayanan publik dalam Islam melrupakan hubungan antara pelmelrintah 

delngan warga nelgaranya dan kelduanya sama-sama melmiliki hak dan 

kelwajibannya masing-masing. Pellayanan publik yang selsuai delngan syariat 

Islam telntulah akan melmbelrikan pellayanan yang baik, jujur, belrkualitas, dan 

amanah, karelna pellayanan publik belrhubungan delngan praktik kelhidupan 

belragama yang melnjadi sumbelr eltika dalam kelhidupan umat Islam selhingga 

haruslah melnjadi dasar peldoman pelmelrintah dalam melmbelrikan pellayanan 

kelpada masyarakatnya.89 

Selbagai selorang pelmimpin dalam pelmelrintahan yang melmbelrikan 

pellayanan kelpada selse lorang melrupakan belntuk kelpeldulian dan kelsadaran 

telrhadap nilai kelmanusiaan. Rasulullah SAW selbagai selorang pelmimpin pada 

masanya tidak pelrnah melnganggap dirinya selbagai pelmimpin, karelna 

 
88 Nurul Hikmal ALsis, “ALnallisis Siyalsa lh Idalriyalh”, hlm. 80. 
89 Nalndal Herijall Putral, “ALdministralsi Publik Dallalm Perspektif Isla lm: Kaljialn Paldal Sistem 

Pemerintalhaln Umalr Bin Khalttalb”, Jurnall Hukum Ta ltal Negalra l Daln Politik Isla lm, vol. VIII, no. II, 

2021, hlm. 21, https://journall.ialinlalngsal.alc.id/index.php/political/alrticle/downloald/3541/1801/, 

dialkses paldal talnggall 16 September 2024 pukul 14.04.  

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/3541/1801/
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Rasulullah melnganggap melnjadi selorang pelmimpin adalah selbuah amanah 

yang dibelrikan olelh Allah, bukan selbagai raja atau bahkan pelmimpin yang 

melmiliki jarak delngan rakyatnya, mellainkan belliau melmandang amanah yang 

di belrikan olelh Allah SWT selbagai belntuk tindakan pellayanan atau al-imam 

khadamul ummah (pelmimpin itu adalah pellayan umat).90 

Pada mas ke lpelmimpinan Rasulullah SAW dan sahabatnya melmbelrikan 

contoh kelseldelrhanaan dalam hidupnya dan sellalu melmelntingkan kelpelntingan 

umatnya daripada kelpelntingan pribadi dan kelluarganya. Selpelrti yang di 

contohkan olelh Umar ibn Abdul Aziz yang melmbelrikan pellayanan kelpada 

rakyatnya. Pada masa kelpelmimpinan Umar ibn Abdul Aziz tidak ada satupun 

rakyat yang telrlantar, karelna belliau lelbih melngutamakan kelpelntingan dan  

kelmakmuran rakyatnya.91 

Para ulama Islam tellah melmbelri rambu-rambu kelpada pelmelrintah dalam 

melmbelrikan pellayanan harus melmbelrikan kelbijaksanaan yang belrorielntasi 

pada kelbaikan dan kelmaslahatan rakyatnya. Selorang pelmelrintah, dalam 

melnjalankan pellayanan publik telntu saja harus bisa melnjalankan pelrannya 

delngan baik, karelna pada dasarnya kelpelmimpinan melrupakan tindakan untuk 

melmpelngaruhi dan melmbujuk orang lain dalam mellakukan hal yang 

dipelrlukan delmi melncapai tujuan yang diinginkan. Delmi melncapai 

kelmaslahatan rakyatnya telntu saja telrdapat sistelm, pelraturan, dan melkanismel 

 
90 Toto Talsmalral, Membudalyalkaln Etos Kerja l Islalmi (Depok: Gemal Insalni, 2002), hlm.97. 
91 Nurul Hikmal ALsis, “ALnallisis Siyalsa lh Idalriyalh”, hlm. 67. 
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yang harus dijalankan delngan baik. Adapun hal yang harus diatur dalam 

standarisasi pellayanan publik melncakup:92 

1. Proseldur pellayanan yang baik bagi pelmbelri maupun pelnelrima layanan; 

2. Waktu pelnyellelsaian seljak pelngajuan pelrmohonan olelh pelmohon sampai 

pellayanan sellelsai; 

3. Produk pellayanan yang dibelrikan harus selsuai delngan keltelntuan yang ada; 

4. Pelnyeldiaan sarana dan prasarana selbagai pelnunjang dalam pelmbelrian 

pellayanan; 

5. Kompeltelnsi peltugas pellayanan yang didasarkan atas kelahlian, 

keltrampilan, sikap dan pelrilaku yang selsuai. 

Pelmbuatan akta kellahiran bagi anak yang telrlahir diluar kawin selringkali 

melnghadapi kelndala telrkait keltidakjujuran orangtua melngelnai status anak, 

apakah anak telrselbut belnar melrupakan anak kandung atau bukan. Hal selpelrti 

itulah yang dapat me lnghambat prosels pelmbuatan akta kellahiran selbagai 

dokumeln kelpelndudukan anak, yang belrdampak pada pelmelnuhan hak-hak 

anak. Prinsip Siya>sah Ida>riyah melmiliki landasan yang kuat dari ajaran Islam 

yang melngutamakan kelseljahtelraan umum dan keladilan yang belrtujuan untuk 

melwujudkan tata kellola yang elfelktif. adil, dan belorielntasi. Belbelrapa prinsip 

syariah dalam Siya>sah Ida>riyah yaitu:93 

 
92 Jalilalni, “Pelalyalnaln Publik: Kaljialn Pendekaltaln Menurut Perspektif Islalm”, Jurnall UIN ALr-

Ra lniry, 2013, hlm. 96, https://jurnall.alr-ralniry.alc.id/index.php/balyaln/alrticle/downloald/100/89, 

dialkses paldal talnggall 16 September 2024 pukul 17.12.  
93 Mukhlissinal Putri ALlifal, “ALnallisis Siyalsalh Idalriyalh Terhaldalp Pemenuhaln Halk Dokumen 

Kependudukaln Balgi ALnalk Jallalnaln Menurut Peralturaln Perundalng-Undalngaln (Studi Paldal Dinals 

Kependudukaln Daln Caltaltaln Sipil Kalbupalten Sidoalrjo)”. Skripsi (Suralbalyal: Falkultals Syalrialh daln 

Hukum UIN Sunaln ALmpel, 2023), hlm. 69. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/100/89
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1. Keladilan (Al-‘Adl). 

Pelrintah dalam mellaksanakan keladilan banyak diatur didalam al-Qur’an, 

ayat-ayat al-Qur’an melnyuruh seltiap umatnya untuk belrlaku adil dan Allah 

melnjadikan keladilan itu selbagai tujuan dari pelmelrintahan, selpelrti yang di 

jellaskan dalam Q.S. al-Maidah [5] ayat 8: 

َٰٓأيَُّهَا  ِ شُهَدآََٰءَ بِ  لَّذِينَ ٱيَ  مِينَ لِِلَّّ َٰٓ ألَََّ تعَْدِلوُا۟ ۚ  ۖلْقِسْطِ ٱءَامَنوُا۟ كُونوُا۟ قوََّ  ھوَُ  عْدِلوُا۟ ٱ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قوَْمٍ عَلىَ 

َ ٱ تَّقوُا۟ ٱأقَْرَبُ لِلتَّقْوَى  ۖ وَ  َ ٱ إِنَّ  ۚلِلَّّ ونَ خَبيِر ٌۢ بِمَا تعَْمَلُ   لِلَّّ  

 

Wahai orang-orang yang belriman! Jadilah kamu selbagai pelnelgak 

keladilan karelna Allah, (keltika) melnjadi saksi delngan adil. Dan janganlah 

kelbelncianmu telrhadap suatu kaum, melndorong kamu untuk belrlaku tidak 

adil. Belrlaku adillah, karelna (adil) itu lelbih delkat delngan takwa. Dan 

belrtakwalah kelpada Allah, sungguh Allah Maha Melngeltahui telrhadap 

apa yang kamu kelrjakan.94 

 

Ayat diatas melnunjukan bahwa selbagai umat Islam helndaklah sellalu 

melnelgakkan keladilan, baik kelpada diri selndiri maupun kelpada orang lain tanpa 

melmandang status sosial dan elkonomi selselorang. Prinsip keladilan yang 

telrkandung dalam ayat ini melnelkankan bahwa pellayanan administratif 

helndaknya dijalankan selcara adil tanpa adanya pelrlakuan diskriminasi sosial, 

telrmasuk kelpada anak yang lahir diluar pelrkawinan. 

Administrasi publik yang diatur dalam Islam harus belrsifat flelksibell 

telrhadap kondisi masyarakat yang belrbelda-belda delngan teltap melnjaga prinsip 

keladilan. Melnurut pelndapat pelnulis, Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan 

Sipil Kabupateln Banyumas tellah melnelrapkan prinsip keladilan, karelna 

 
94 Q.S. al-Maidah (5) : 8 
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melskipun anak telrlantar yang belrada di panti asuhan harapan mulia melmiliki 

hambatan telrkait keltidak lelngkapan dokumeln administratif belrupa akta nikah 

orang tua, anak telrselbut teltap melndapatkan haknya atas akta kellahirannya 

delngan melngganti dokumeln akta nikah yaitu cukup delngan melnggunakan KTP 

orang tua delngan status orang tua bellum kawin. 

2. Kelseljahtelraan Umum (Mas}lah}ah}) 

Pelngadaan dokumeln kelpelndudukan bagi anak telrlantar melrupakan belntuk 

upaya untuk melningkatkan kelseljahtelraan anak. Dokumeln kelpelndudukan 

melrupakan syarat utama untuk bisa melndapatkan aksels kel belrbagai layanan 

publik, tanpa adanya dokumeln kelpelndudukan yang relsmi, anak anak yang 

telrlantar akan kelhilangan hak melrelka dalam hal pellayanan publik selpelrti, 

melngaksels layanan pelndidikan formal, layanan kelselhatan yang melmadai, selrta 

bantuan sosial dari pelmelrintah. Sellain itu, tanpa adanya dokumeln 

kelpelndudukan kelbelradaan selorang anak tidak akan dikeltahui olelh ne lgara 

selhingga anak te lrselbut tidak bisa telrlindungi selcara hukum.95 

Selbagaimana dijellaskan dalam Q.S. al-Baqarah [1] ayat 177, bahwa: 

رِّ ٱ  لْي اوْمِّ ٱوا   للَّهِّ ٱمانْ ءاامانا بِّ  لْبِّه ٱوالاٰكِّنه   لْماغْرِّبِّ ٱوا   لْماشْرِّقِّ ٱأان تُ والروا۟ وُجُوهاكُمْ قِّبالا   لْبِّه ٱلهيْسا     لْءااخِّ
 بْنا ٱوا   لْماساٰكِّيا ٱ وا لْي اتاٰماىٰ ٱوا   لْقُرْباٰ ٱ ذاوِّى     ۦعالاىٰ حُب ِّهِّ   لْماالا ٱواءااتاى    نا ۦلنهبِّ ِّ ٱوا   لْكِّتاٰبِّ ٱوا   لْمالآْٰئِّكاةِّ ٱوا 
دُوا۟ۖ    لْمُوفُونا ٱ وا   لزهكاوٰةا ٱواءااتاى    لصهلاوٰةا ٱ واأاقااما   لر ِّقاابِّ ٱوافِِّ   لسهآْئِّلِّيا ٱوا   لسهبِّيلِّ ٱ بِّعاهْدِّهِّمْ إِّذاا عاٰها
يا    لضهرهآْءِّ ٱوا   لْباأْساآْءِّ ٱفِِّ    لصهٰبِِّّينا ٱوا  لْمُت هقُونا ٱ واأوُ۟لآْٰئِّكا هُمُ  ۖ قُوا۟ صادا   لهذِّينا ٱ  أوُ۟لآْٰئِّكا   ۗ لْباأْسِّ ٱ واحِّ  
 

Kelbajikan itu bukanlah melnghadapkan wajahmu kel arah timur dan kel 

arah  barat, teltapi kelbajikan itu ialah orang yang belriman kelpada Allah, 

hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan 
 

95 Tedjo ALsmo Sugeng, “Pentingnyal ALktal Kelalhiraln”, hlm. 6. 
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melmbelrikan harta yang dicintainya kelpada ke lrabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, orang-orang yang dalam pelrjalanan (musafir), 

pelminta-minta, dan untuk melmelrdelkakan hamba sahaya, yang 

mellaksanakan salat, dan melnunaikan zakat, orang-orang yang melnelpati 

janji apabila belrjanji, dan orang yang sabar dalam kelmellaratan, dan pada 

masa pelpelrangan. Melre lka itulah orang-orang yang belnar, dan melrelka 

itulah orang-orang yang belrtakwa.96 

 

Ayat telrse lbut melnyelbutkan akan pelntingnya melmbelrikan bantuan kelpada 

kellompok yang melmbutuhkan, telrmasuk anak yatim piatu, anak telrlantar yang 

belrada di panti asuhan, melrelka melrupakan kellompok yang pelrlu untuk 

melndapatkan pelrhatian khusus dalam hal pelmelnuhan hak melrelka. Pelmelnuhan 

hak dokumeln kelpelndudukan pada anak telrlantar di panti asuhan harapan mulia 

tellah dibelrikan olelh Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln 

Banyumas delngan baik, selsuai delngan apa yang diajukan olelh panti asuhan 

harapan mulia. Selhingga dalam hal ini, prinsip kelmaslahatan tellah dijalankan 

olelh Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas. 

3. Transparansi 

Proseldur yang jellas dan telrbuka dalam pelngurusan dokumeln 

kelpelndudukan melrupakan hal yang pelnting. Banyak masyarakat telrutama 

orang tua yang tidak melngeltahui telrkait proseldur yang telpat untuk melmbuat 

akta kellahiran, telrutama dalam kasus anak yang lahir diluar kawin se lhingga 

orang tuanya tidak melmiliki akta nikah karelna dianggap selbagai anak ibu. Hal 

ini yang melnimbulkan kelbingungan dan keltelrlambatan dalam pelngurusan 

dokumeln kelpelndudukan, yang akhirnya belrdampak pada pelmelnuhan hak-hak 

dasar pada anak. Kurangnya informasi yang jellas melrupakan salah satu belntuk 

 
96 Q.S. al-Baqarah (1) : 177 
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kelgagaln dalam pellayanan publik yang selharusnya melmastikan seltiap warga 

nelgaranya melndapatkan aksels informasi yang melmadai dan mudah diaksels. 

Pelmelrintah dalam kelrangka prinsip Siya>sah Ida>riyah harus proaktif dalam 

melmbelrikan informasi kelpada masyarakat telrmasuk panti asuhan melngelnai 

hak-hak dan proseldur yang belrlaku dalam pelngurusan administrasi. Prinsip 

transparansi dan keltelrbukaan informasi sangat pelnting untuk melmastikan 

bahwa tidak ada anggota masyarakat yang telrsisihkan akibat keltidaktahuan 

melrelka. Prinsip transparani ini tellah di telrapkan olelh Dinas Kelpelndudukan dan 

Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas, instansi ini tellah melnyeldiakan 

informasi yang transparan melngelnai syarat selrta proseldur yang harus dipelnuhi 

dalam melngurus pelmbuatan dokumeln kelpe lndudukan baik bagi masyarakat 

maupun bagi anak-anak yang belrada di panti asuhan. 

Akan teltapi, melskipun Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil tellah 

melnelrapkan prinsip transparansi, namun hal ini bellum belrjalan selcara 

maksimal. Telrbukti delngan adanya belbelrapa masyarakat telrmasuk pelngurus 

yang belrada di panti asuhan yang selringkali masih melrasa bingung melngelnai 

proseldur dalam pelmbuatan akta, di karelnakan tidak adanya sosialisasi dan 

eldukasi melngelnai pelntingnya akta kellahiran selrta proseldur pelngurusannya. 

4. Amanah dan Tanggung Jawab 

Pellayanan publik adalah amanah yang harus dijalankan olelh selselorang 

yang melmiliki tanggung jawab mellayani masyarakat, telrmasuk dalam hal 

pelmelnuhan hak-hak anak telrlantar untuk melndapatkan akta kellahiran. Allah 

SWT belrfirman dalam Q.S. an.Nisa [4] ayat 58: 
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مُْركُُمْ أان تُ ؤادروا۟    للَّها ٱإِّنه       لْعادْلِّ ٱأان تَاْكُمُوا۟ بِّ   لنهاسِّ ٱإِّلَآْٰ أاهْلِّهاا واإِّذاا حاكامْتُم بايْا   لْاماٰناٰتِّ ٱ يَا
يْاً  للَّها ٱ  إِّنه   ۗ ۦْٓ نِّعِّمها ياعِّظُكُم بِّهِّ   للَّها ٱإِّنه   ا باصِّ

كاانا سَاِّيعًۢ  
 

Selsungguhnya Allah melnyuruh kamu melnyampaikan amanah kelpada 

yang belrhak melnelrimanya, dan (melnyuruh kamu) apabila melneltapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu melneltapkan delngan adil. 

Selsungguhnya Allah melmbelri pelngajaran yang selbaik-baiknya 

kelpadamu. Selsungguhnya Allah adalah Maha Melndelngar lagi Maha 

mellihat.97 

 

Ayat telrselbut melnjellaskan akan pelntingnya melnjaga amanah dalam 

melnelgakkan selbuah keladilan telrutama dalam hal urusan publik dan 

administrasi yang belrkaitan delngan pelmelnuhan hak pada masyarakat telrutama 

pada masyarakat relntan selpelrti anak-anak telrlantar. Seltiap anak yang belrada di 

panti asuhan belrhak atas dokumeln kelpelndudukan selpelrti akta kellahiran tanpa 

melmandang status sosial dan keladaan kelluarganya. 

Siya>sah Ida>riyah melngatur melngelnai tata kellola pelmelrintahan yang 

harus dilakukan delngan amanah dan ihsan (kelbaikan dalam pellayanan). 

Pelmelrintah harus melmastikan SDM yang belrada di lelmbaga-lelmbaga publik 

telrmasuk Disdukcapil Kabupateln Banyumas, melmiliki keltelrampilan yang 

melmadai dan jumlah yang cukup untuk melmbelrikan pellayanan yang celpat, 

telpat, dan adil. Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln 

Banyumas tellah mellaksanakan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam 

pelmelnuhan hak anak te lrlantar panti asuhan dalam melmpelrolelh dokumeln 

kelpelndudukan. Pelnelrbitan akta kellahiran yang dikelluarkan olelh dinas juga 

 
97 Q.S. an-Nisa (4) : 58 
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sudah selsuai delngan proseldur dan keltelntuan yang melngatur, yaitu dalam 

jangka waktu 6 hari kelrja selmelnjak pelrsyaratan telrpelnuhi. 

Rasulullah SAW tellah melmbelrikan contoh kelpada umatnya melngelnai 

sifat pelnting dalam administrasi yaitu kelseldelrhanaan dan kelmudahan dalam 

melnangani masalah administratif. Kelmudian untuk melngeltahui kualitas 

pellayanan administratif  dalam Siya>sah Ida>riyah, maka kualitas pellayanan 

telrselbut dapat dinilai dari relalitas pellayanan administrasi itu selndiri. 

Masyarakat yang melmiliki kelpelntingan, melnginginkan kelselmpurnaan dan 

kelcelpatan dalam pellayanan administrasi, untuk melrelalisasikan kelselmpurnaan 

(ihsan) dalam melnjalankan urusan administrasi, telrdapat 3 (tiga) indikator yang 

harus telrpelnuhi, yaitu:98 

1. Kelseldelrhanaan dalam pelraturan 

Kelseldelrhanaan dalam pelraturan tellah di telrapkan olelh Dinas 

Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas selsuai delngan 

prinsip Siya>sah Ida>riyah, karelna pelraturan melrupakan hal yang harus ditaati 

olelh selluruh warga nelgara baik dari masyarakat maupun pelmelrintah itu selndiri. 

Pelraturan yang ditelrapkan olelh Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

Kabupateln Banyumas sudah cukup seldelrhana, melnyelsuaikan delngan pelraturan 

yang tellah dibuatkan olelh pelmelrintah, yaitu selsuai delngan keltelntuan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi Kelpelndudukan, 

 
98 ALnital Tri Ralhalyu, “ALnallisis Siyalsalh Idalriyalh Terhaldalp Kalsus Kalrtu Talndal Penduduk 

Elektronik (E-KTP) Galndal Di Desal Gumeno, Kecalmaltaln Malnyalr, Kalbupalten Gresik Menurut 

Undalng-Undalng Nomor 24 Talhun 2013 Tentalng ALdministralsi Kependudukaln”, Skripsi (Suralbalyal: 

Falkultals Syalrialh daln Hukum Universitals Isla lm Negeri Sunaln ALmpel, 2019), hlm. 62. 
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Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 9 Tahun 2016 telntang Pelrcelpatan 

Pelningkatan Cakupan Kelpelmilikan Akta Kellahiran, artinya pelraturan yang 

digunakan olelh Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln 

Banyumas sudah cukup jellas dan mudah untuk dipahami olelh selluruh 

masyarakat. 

Adanya kelseldelrhanaan dalam selbuah pelraturan akan melmbelrikan 

kelmudahan bagi masyarakat dalam melnyellelsaikan kelpelntingan administrasi. 

Kelseldelrhanaan itu dilakukan delngan tidak adanya aturan yang belrbellit-bellit 

atau rumit selhingga melnimbulkan kelsulitan bagi yang melnjalankannya. 

2. Celpat dalam pellayanan 

Celpat dalam pellayanan melrupakan prinsip yang tellah ditelrapkan di Dinas 

Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas sudah cukup baik. 

Pellayanan dalam melmbelrikan pelmelnuhan hak anak untuk melndapatkan akta 

kellahiran yang dibelrikan olelh Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

Kabupateln Banyumas dibelrikan selsuai delngan proseldur batas waktu yang 

dibelrikan, yaitu dalam jangka waktu 6 hari kelrja. Adanya kelcelpatan dalam 

selbuah pellayanan, melmbelrikan kelmudahan bagi yang melmiliki kelpelntingan 

telrhadap selsuatu untuk melndapatkanny, selhingga hal ini melnjadi nilai bagus 

dari pihak panti asuhan atas pellayanan yang dibelrikan olelh Dinas 

Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas. 

3. Profelsional dalam pelnanganan 
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Selbuah pelkelrjaan melstinya ditangani olelh orang yang profelsional, orang 

yang mampu melnjalankan pelkelrjaan selsuai bidangnya, selhingga seltiap urusan 

dapat disellelsaikan delngan celpat dan telpat.  

Profelsional dalam pelnangan tellah ditelrapkan di Dinas Kelpelndudukan 

dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas selsuai delngan prinsip dalam 

Siya>sah Ida>riyah. Seltiap pellayanan yang dibelrikan belda selsuai delngan 

bidangnya masing-masing selhingga pellayanan yang dihasilkan pun melndapat 

hasil yang celpat dan telpat. 

Syariat Islam melnilai dalam pelrbuatan atau pellayanan yang telrbaik 

kelpada selselorang melrupakan invelstasi yang melndapat keluntungan, bukan 

hanya di dunia saja namun juga di akhirat,99 selbagaimana firman Allah SWT 

dalam al-Qur’an surat al-Isra ayat 7: 

كُمْ ... انْ فُسِّ تُمْ لَِّ تُمْ ااحْسان ْ     اِّنْ ااحْسان ْ

Jika kamu belrbuat baik, (belrarti) kamu tellah belrbuat baik untuk dirimu 

selndiri...100  

 

Kelbijakan publik dalam Islam belrorielntasi pada kelseljahtelraan 

masyarakat mellalui pelmelrintah yang amanah, karelna pelmelrintah yang amanah 

melnjadi prinsip utama dalam melnjalankan pelmelrintahan. Apabila telrjadi 

pelnyalahgunaan kelwelnangan, maka wilayah yang dipimpin akan melnjadi 

hancur.  

 
99 Toto Talsmalral, Membudalyalkaln Etos Kerja l Islalmi, hlm.96. 

100 Q.S. al-Isra (17) : 7 
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Belrdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

administrasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelmelnuhan hak anak telrlantar di 

Panti Asuhan Harapan Mulia dalam melmpelrolelh dokumeln kelpelndudukan 

sudah selsuai delngan fungsi delngan pelrannya. Prosels pelngurusan administrasi 

kelpelndudukan yang dibelrikan olelh Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

sama selkali tidak pelrlu melngelluarkan biaya dalam belntuk apapun dan 

pellayanan yang dibelrikan selsuai delngan indikator pelayanan publik yang diatur 

dalam Siya>sah Ida>riyah yaitu seldelrhana dalam pelraturan, celpat dalam 

pellayanan, dan profelsional  dalam pelnanganan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Seltellah mellalui selrangkaian prosels pelnellitian yang melncakup 

pelngumpulan data, analisis, selrta hasil pelmbahasan melngelnai pelmelnuhan hak 

anak telrlantar panti asuhan harapan mulia dalam melmpelrolelh dokumeln 

kelpelndudukan, maka dapat ditarik kelsimpulan selbagai belrikut: 

1. Upaya pelmelnuhan hak anak telrlantar dalam melmpelrolelh dokumeln 

kelpelndudukan melnurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Harapan 

Mulia yaitu dengan mengganti berkas akta nikah yang menjadi persyaratan 

dalam pembuatan akta kelahiran menjadi KTP orang tua dengan status 

belum kawin karena anak tersebut terlahir diluar ikatan perkawinan. 

Kemudian dalam pembuatan dan pendaftaran akta kelahiran, pengelola 

Panti Asuhan Harapan Mulia bekerja sama dengan Tim TKSK dari Dinas 

Sosial Kabupaten Banyumas yang berada di setiap kecamatan yang 

dibantu oleh petugas desa untuk mendaftarkan akta kelahiran anak 

terlantar di panti asuhan, setelah itu Tim TKSK beserta petugas desa dari 

tempat tinggal asli anak yang bersangkutan akan mendaftarkan akta 

kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyumas baik secara offline maupun online melalui website gratis kabeh 

desa/kelurahan yang hanya dapat diakses oleh petugas desa, setelah akta 

kelahiran jadi, maka petugas desa wajib untuk mencetak akta kelahiran dan 
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Tim TKSK akan menyerahkan akta kelahiran kepada pihak panti asuhan. 

Adanya hambatan yang dialami oleh pihak panti asuhan karena 

terbatasnya informasi mengenai prosedur dalam pembuatan akta 

kelahiran, mengakibatkan upaya pemenuhan hak sipil pada anak terlantar 

di Panti Asuhan Harapan Mulia belum berjalan dengan baik karena pihak 

pelngellola panti asuhan se lringkali me lnunda-nunda dalam me lngurus akta 

kellahiran pada anak asuhnya. Selhingga hal ini sangat belrdampak pada 

anak, karena anak akan kelsulitan dalam melngaksels pellayanan publik, 

selpelrti halnya pada aksels pellayanan kelselhatan dan pelndidikan dasar pada 

anak, serta sulit mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh 

pemerintah. 

2. Belrdasarkan tinjauan Siya>sah Ida>riyah, pelayanan administrasi yang 

diberikan oleh Dinas Ke lpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupate ln 

Banyumas dalam memberikan pelmelnuhan hak anak telrlantar di panti 

asuhan harapan mulia tellah melnelrapkan prinsip-prinsip syariah dalam 

Siya>sah Ida>riyah, yaitu pelayanan yang tetap menegakkan keladilan, 

kelseljahtelraan umum, transparansi, serta amanah dan tanggung jawab 

dalam menjalankan tugasnya. Jika dilihat dalam pellaksanaannya, 

melskipun pada pelmelnuhan hak pada anak telrlantar panti asuhan harapan 

mulia tidak melmelnuhi pelrsyaratan belrkas administrasi berupa akta nikah 

orang tua, namun pelmelrintah teltap melnelrapkan prinsip-prinsip syariah 

yaitu dengan tetap melmbelrikan keladilan berupa altelrnatif seperti 

mengganti akta nikah orang tua menjadi KTP orang tua yang berstatus 
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belum kawin dikarenakan anak terlahir diluar ikatan perkawinan yang sah. 

Namun, pelmelrintah dan lelmbaga kelpelndudukan harus lelbih belrpelran aktif 

dalam melmastikan bahwa seltiap anak, tanpa telrkelcuali dapat melmpelrolelh 

hak-hak melrelka delngan adil dan melrata selsuai delngan prinsip-prinsip 

syariah dalam Siya>sah Ida>riyah.  

B. Saran 

Seltellah mellakukan pelnellitian dan melngalisis hasil yang dipelrole lh, 

pelnulis melncoba melmbelrikan saran yang diharapkan dapat melmbelrikan 

kontribusi positif bagi pelngelmbangan pelnellitian di masa melndatang selrta bagi 

pihak yang telrkait pada topik pelnellitian ini. Saran ini dibelrikan selbagai 

masukan selrta pelrtimbangan belrkaitan delngan pelmelnuhan hak dokumeln 

kelpelndudukan anak telrlantar selbagai belrikut: 

1. Kelpada Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln Banyumas 

diharapkan dapat melmbelrikan sosialisasi dan pelndampingan khusus kel 

panti asuhan melngelnai pelntingnya dokumeln kelpelndudukan dan proseldur 

dalam pelmbuatan dokumeln kelpelndudukan. 

2. Kelpada Pelngellola Panti Asuhan helndaknya lelbih melmperdalam informasi 

terhadap pelme lnuhan hak-hak anak terutama pada hak sipil anak berupa 

kepemilikan dokumeln kelpelndudukan, selrta tidak melnunda-nunda dalam 

melngurus pelmbuatan akta kellahiran anak, karelna itu melrupakan hak dasar 

pada anak untuk me lndapatkan idelntitasnya selbagai warga nelgara 

Indonelsia dan melndapatkan pelrlindungan selcara hukum 
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3. Adanya eldukasi dan sosialisasi dari pelmelrintah kelpada masyarakat 

melngelnai pe lntingnya hak sipil anak atas dokumeln kelpelndudukan selrta 

dampak yang diakibatkan, selhingga masyarakat lelbih paham telrkait 

pelntingnya dokumeln kelpelndudukan pada anak yang melnjadi pellindung 

bagi anak dari tindakan pidana.
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HASIL WAWANCARA 

Narasumber 1 

Nama   : ELko Widiyanto, S.I.P., M.Si 

Tanggal Wawancara : 7 Selptelmbelr 2024 

Telmpat  : Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokelrto 

No Pelrtanyaan Jawaban 

1 Bagaimana seljarah 

telrbelntuknya panti 

asuhan? 

Panti asuhan ini dulunya geldung selkolahan, tapi 

karelna selkolahannya sudah tidak belropelrasi akhirnya 

pelmilik tanah melwakafkan tanahnya kel Pak Arif 

Awaludin untuk dijadikan Panti Asuhan. Kelmudian di 

tanggal 29 Januari tahun 2017 panti asuhan ini 

dibelntuk delngan dibantu Pak Faqih Awaludin, dimana 

panti asuhan ini belrdiri dibawah naungan Yayasan Al 

Kahfi Purwokelrto. 

2 Belrapa Jumlah 

anak yang belrada 

di panti asuhan 

Untuk saat ini ada 33 anak yang belrada di panti. 

3 Bagaimana prosels 

asselssmelnt untuk 

melnelrima anak 

yang akan masuk 

kel panti? 

Anak yang masuk kel panti biasanya kita celk dulu, 

mulai dari idelntitasnya, latar bellakang kelluarga dan 

lingkungannya. Tujuannya supaya anak yang kita 

bantu melmang anak-anak yang belnar-belnar 

melmbutuhkan bantuan. 

4 Apakah seltiap 

anak yang belrada 

di Panti Asuhan 

melmiliki akta 

kellahiran selmua? 

Ada belrapa anak 

yang bellum 

Untuk saat ini, masih ada selkitar 4 anak yang bellum 

melmiliki akta kellahiran mba, tapi untuk yang 3 anak 

seldang dalam prosels pelmbuatan. 



 
 

 
 

melmiliki akta 

kellahiran? 

5 Apa yang melnjadi 

pelnyelbab kelnapa 

anak telrselbut 

bellum melmiliki 

akta kellahiran? 

Untuk 3 anak yang be llum melmiliki akta kellahiran, 

melrelka saudara kandung tapi belda bapak dan ibunya 

belkelrja. Akhirnya anaknya di titipin kel nelnelknya, 

seldangkan nelnelknya saat itu sakit dan sudah ga bisa 

apa-apa. Jadi ya mungkin, karelna itu kelluarga nya ga 

ada yang ngurus akta anaknya. 

 

Untuk anak yang 1, gatau siapa bapaknya dan ibunya 

punya gangguan jiwa. Akhirnya anaknya di rawat 

sama kake lk nelnelknya. Mungkin karelna rumahnya 

jauh, di Sumpiuh jadi melrelka bellum selmpelt ngurus 

akta anak ini. 

3 Melnurut anda apa 

selbelrapa pelnting 

dokumeln 

kelpelndudukan 

bagi anak? 

Ya pelnting, karelna itu juga hak melrelka untuk 

melndapatkan dan itu juga selbagai belntuk idelntitas 

melrelka. 

4 Bagaimana upaya 

panti asuhan untuk 

melmbelrikan 

pelmelnuhan hak 

dokumeln 

kelpelndudukan 

pada anak 

asuhnya? 

Seljauh ini, anak anak yang masuk kel panti sudah 

punya selmua dokumeln itu, ya untuk belbelrapa tahun 

ini saja ada anak yang bellum melmiliki akta kellahiran. 

Itu kami bantu buatkan, itupun delngan dibantu olelh 

pihak Tim TKSK dari dinas sosial yang ada di 

kelcamatan. 

6 Apakah pelrnah 

melngalami 

kelndala dalam 

Kelndala yang selkarang lagi di rasakan ya karelna anak 

yang bellum akta kellahiran ini kan telrnyata lahir di luar 

pelrnikahan, orang tuanya juga tidak ada akta nikah, 



 
 

 
 

melngurus 

pelmbuatan akta 

kellahiran? 

KTP nya juga kita ga punya fotocopy nya, adanya 

fotocopy kakelk nelnelknya yang jadi kelpala kelluarga di 

KK anaknya. 

7 Solusi apa yang 

dilakukan untuk 

melngatasi kelndala 

telrselbut? 

Solusinya ya karelna kita di bantu sama Tim TKSK di 

kelcamatan, ya melrelka yang melmbantu untuk 

melmelnuhi pelrsyaratan itu kel kelluarga anak ini atau ke l 

pelrangkat delsa telmpat asli anak nya. 

 

  



 
 

 
 

Narasumber 2 

Nama   : Sigit Seltiyoko 

Tanggal Wawancara : 6 Selptelmbelr 2024 

Telmpat  : Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokelrto 

No Pelrtanyaan Jawaban 

1 Bagaimana seljarah 

telrbelntuknya panti 

asuhan? 

Panti asuhan ini dulunya geldung selkolahan, tapi 

karelna selkolahannya bangkrut, seltellah itu tanahnya 

diwakafkan untuk dijadikan Panti Asuhan. Kelmudian 

di tanggal 29 Januari tahun 2017 panti asuhan ini 

dibelntuk dan belrdiri dibawah naungan Yayasan Al 

Kahfi Purwokelrto 

2 Belrapa Jumlah 

anak yang belrada 

di panti asuhan 

Untuk saat ini ada 33 anak yang belrada di panti. 11 

anak yatim dan piatu, telrus sisanya itu anak dhuafa 

dan anak brokeln homel yang melmang kurang 

melndapat pelrhatian dari orang tuanya, makanya di 

titipkan kel panti asuhan.  

3 Bagaimana prosels 

asselssmelnt untuk 

melnelrima anak 

yang akan masuk 

kel panti? 

Kita melnelrima siapa saja yang belnar-belnar 

melmbutuhkan bantuan, kita celk informasi melngelnai 

anak yang mau masuk kel panti. 

4 Apakah seltiap 

anak yang belrada 

di Panti Asuhan 

melmiliki akta 

kellahiran selmua? 

Ada belrapa anak 

yang bellum 

melmiliki akta 

kellahiran? 

Ada belbelrapa anak yang masih bellum punya akta 

kellahiran. 



 
 

 
 

5 Apa yang melnjadi 

pelnyelbab kelnapa 

anak telrselbut 

bellum melmiliki 

akta kellahiran? 

Untuk 3 anak yang be llum melmiliki akta kellahiran, 

melrelka itu saudara kandung satu ibu tapi belda bapak 

telrus ibunya kelrja akhirnya anaknya di titipin ke l 

nelnelknya. Saat itu nelnelknya melmang sudah sakit, ga 

bisa apa apa dan selkarang sudah melninggal, telrus 

saudara yang lain juga ga ada yang mau melrawat 

karelna elkonominya yang kurang belrkelcukupan 

akhirnya di titipin kel panti asuhan. 

 

Untuk anak yang 1, anak ini gatau siapa bapaknya dan 

ibunya kaya punya gangguan jiwa. Akhirnya anaknya 

di rawat sama kakelk nelnelknya. Mungkin karelna 

rumahnya jauh, jadi melrelka bellum selmpelt ngurus akta 

anak ini. 

3 Melnurut anda apa 

selbelrapa pelnting 

dokumeln 

kelpelndudukan 

bagi anak? 

Ya pelnting, karelna itu juga hak melrelka untuk 

melndapatkan akta, NIK, KK, KTP. 

4 Bagaimana upaya 

panti asuhan untuk 

melmbelrikan 

pelmelnuhan hak 

dokumeln 

kelpelndudukan 

pada anak 

asuhnya? 

Untuk hal itu, dalam melmbuat akta kellahiran anak 

kami dibantu olelh pihak Tim TKSK dari dinas sosial 

yang ada di kelcamatan. Kita hanya melmbantu 

melnyiapkan belrkas yang jadi pelrsyaratan aja. 

6 Apakah pelrnah 

melngalami 

kelndala dalam 

Kelndala yang selkarang lagi di rasakan ya karelna anak 

yang bellum akta kellahiran ini kan telrnyata lahir di luar 

pelrnikahan, orang tuanya juga tidak ada akta nikah, 



 
 

 
 

melngurus 

pelmbuatan akta 

kellahiran? 

KTP nya juga kita ga punya fotocopy nya, adanya 

fotocopy kakelk nelnelknya yang jadi kelpala kelluarga di 

KK anaknya. 

7 Solusi apa yang 

dilakukan untuk 

melngatasi kelndala 

telrselbut? 

Solusinya ya karelna kita di bantu sama Tim TKSK di 

kelcamatan, ya melrelka yang melmbantu untuk 

melmelnuhi pelrsyaratan itu kel kelluarga anak ini atau ke l 

pelrangkat delsa telmpat asli anak nya. 

 

 

  



 
 

 
 

Narasumber 3 

Nama   : Abbas Wahyudi,  S.STP. 

Tanggal Wawancara : 9 Selptelmbelr 2024 

Telmpat  : Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Kabupateln 

  Banyumas 

No Pelrtanyaan Jawaban 

1 Dasar Hukum apa saja 

yang digunakan dalam 

melmbelrikan 

pellayanan 

administrasi 

kelpelndudukan? 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 selbagai 

induknya, kelmudian dirubah melnjadi Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan dan turunan dari 

Undang-Undang itu. 

2 Melnurut anda 

selbelrapa pelnting 

idelntitas pada selorang 

anak? 

Sangat pelnting, dan selbagai masyarakat harus 

sadar akan hal itu. Idelntitas anak itu amanah 

undang-undang, dijellaskan di undang-undang 

pelrlindungan anak. 

3 Dampak apa yang 

dirasakan anak keltika 

melrelka tidak melmiliki 

akta kellahiran? 

Yang pasti anak telrselbut tidak melmiliki bukti 

autelntik keltika ditanya siapa orang tuanya. Karelna 

akta kellahiran itu selbagai bukti autelntik dan 

idelntitas anak. Anak yang tidak punya akta 

kellahiran belrarti melrelka tidak melmiliki kelkuatan 

hukum, karelna kelbelradaan melrelka tidak diakui 

olelh nelgara. 

4 Apa saja yang melnjadi 

pelrsyaratan dalam 

melmbuat akta 

kellahiran? 

Selsuai delngan keltelntuan Pelrmelndagri Nomor 9 

Tahun 2016, disitu ada pelnjellelsannya. Syaratnya 

ada surat lahir, KK, KTP orang tua, akta nikah 

orang tua. 

5 Bagaimana delngan 

anak yang telrlahir 

diluar pelrnikahan dan 

tidak melmiliki akta 

Anak yang tidak melmiliki akta nikah cukup 

melnunjukkan ktp orang tua delngan status bellum 

kawin. 



 
 

 
 

kellahiran, apakah 

pelrsyaratannya teltap 

sama? 

6 Apakah surat 

pelngantar dari RT RW 

masih dipelrlukan 

dalam melmbuat akta 

kellahiran? 

Selkarang untuk melngurut akta kellahiran tidak 

pelrlu melnggunakan pelngantar RT RW. 

7 Bagaimana proseldur 

dalam melmbuat akta 

kellahiran? 

Selkarang banyak pelmbuatan akta kellahiran 

mellalui onlinel, jadi melrelka cukup melmbuka 

welbsitel dan melnyiapkan belrkas pelrsyaratannya, 

melrelka sudah bisa melmbuat akta tanpa pelrlu 

datang kelsini. 

8 Apakah telrdapat 

pelrbeldaan proseldur 

pelmbuatan akta 

kellahiran pada anak 

yang lahir di luar 

pelrnikahan sah? 

Tidak ada. Selmua proseldurnya sama saja. 

9 Dalam pasal 27 ayat 

(1) UU Nomor 24 

Tahun 2013 

melnjellaskan kalau 

pelmbuatan akta 

kellahiran harus 

dilaporkan paling 

lambat 60 hari 

selmelnjak anak 

telrselbut lahir. 

Anak yang bellum melmbuat akta kellahiran cukup 

melnunggu pelrseltujuan dari kelpala dinas 

kelpelndudukan dan pelncatatan sipil untuk 

melmbuat akta kellahiran. 



 
 

 
 

Bagaiman proseldur 

melmbuat akta 

kellahiran yang sudah 

mellelwati batas waktu 

telrselbut? 

10 Faktor apa yang 

melnjadi hambatan 

dalam melmbuat akta 

kellahiran? 

Keltidak jujuran. Selringkali ada belbelrapa yang 

keltika melmbuat akta kellahiran, data orang tuanya 

tidak selsuai delngan orang tua kandungnya. Selpelrti 

anak yang lahir diluar pelrnikahan, karna malu 

akhirnya di ikutkan selbagai anak dari nelnelknya. 

Itu yang melnyulitkan kita dalam melmbuat akta 

kellahiran. 

11 Upaya apa yang 

dilakukan untuk 

melmbantu anak panti 

yang bellum melmiliki 

akta kellahiran? 

Tidak ada, kami tidak pelrnah mellakukan 

pelndataan pada anak panti. Jadi keltika anak panti 

dari walinya ada yang melndaftarkan akta 

kellahiran, maka baru kami buatkan akta 

kellahirannya. 
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Data Anak Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto Tahun 2024 

No Nama Jenis Kelamin Usia 

1 Aditya Muhammad S. Y. L 17 Tahun 

2 Juwandi L 16 Tahun 

3 Muhammad Abdul latif L 15 Tahun 

4 Damar Harum L 16 Tahun 

5 Oki Ramadani L 18 Tahun 

6 Arya Maulana L 16 Tahun 

7 Fadhilah Nur’aini P 16 Tahun 

8 Suci Lidyana P 15 Tahun 

9 Muhammad Lutfi Afandi L 14 Tahun 

10 Muhammad Yusuf L 15 Tahun 

11 Raffae ll Junior Rizqi L 13 Tahun 

12 Adi Prayoga L 13 Tahun 

13 Charolus Boromelus H. L 13 Tahun 

14 Christoforus Raja Basawellan L 15 tahun 

15 Ahmad Mustofa L 12 Tahun 

16 Muhammad Allif Ilham M. L 12 Tahun 

17 Janitra Putri Nadia P 14 Tahun 

18 Novi Novia Agsa P 12 Tahun 

19 Lelnia ELki Handayani P 13 Tahun 

20 Suci Fitriana P 13 Tahun 



 
 

 
 

21 Nur Azizah Rifa’i P 14 Tahun 

22 Zainal Arifin L 10 Tahun 

23 Abidzar Syafitra L 7 Tahun 

24 Ibal Seltiawan L 8 Tahun 

25 Muhammad Nizam L 9 Tahun 

26 Satria Gumilang L 10 Tahun 

27 Arfian Al Gibran Susongko L 7 Tahun 

28 Farah Jauza Afiyanti P 7 Tahun 

29 Yumna Azki Khofifah P 12 Tahun 

30 Fabila Khaira Syafah P 10 Tahun 

31 Shaquelelna Qinara P 4 Tahun 

32 Shaquillel Zafielr P 2 Tahun 

33 Sabda L 1 Bulan 

Sumbelr: Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokelrto 
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